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MOTTO

Your life is in your hands, to make of it what you choose (John Kehoe)

Hidup Anda ada di tangan anda, untuk membuat itu apa yang anda pilih

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them (Walt
Disney)
Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memmiliki keberanian

untuk mengejarnya
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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku
dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi
ini.

B. Konsonan

tidak dilambangkan » = dl

< =0b r = th
o o=t L - dh
&= ts ¢ = ‘(komamenghadap ke atas)
c - J ¢ = gh
c = hj @ - f
¢ - kh d = ¢
s = d s
3 = dz J =1
y = r ]
y =z O = n
o = 8 35 =W
Fo= sy » - h
» = sh ¢ =y



Hamzah (+) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di
tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ), berbalik
dengan koma ( ¢ ) untuk pengganti lambang “ &”.
C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya Jé menjadi géla
Vokal (i) panjang=1 misalnya J menjadi gila
Vokal (u) panjang= 0 misalnya &2 menjadi dina

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i"", melainkan
tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu
juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" da "ay"

seperti berikut

Diftong (aw) = s misalnya J$8 menjadi gawlun
Diftong (ay) = < misalnya sa menjadi khayrun

D. Ta’ Marb(thah (8)

Ta’ marbdthah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marb(thah tersebut berada di akhir kalimat,
maka ditransliterasikan dengan menggunakan 4" misalnya:aw il w3 menjadi
al-risalat li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan



menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: das ué

& menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah
Kata sandang berupa “al” (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhéariy mengatakan....
2. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Alldh kdna wa m4 lam yasya lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:
“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan,
namun...
Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang



disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan,
untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan

bukan ditulis dengan ‘““shalat”
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ABSTRAK
Brio Griondy Dahlinar, NIM. 10220008, Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful)
Perspektif organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul
Masail NU (LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
dalam Asuransi Jiwa). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: H. Alamul Huda M.A

Kata Kunci: Asuransi, Fatwa, Ormas Islam.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam
bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia
Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (renaissance).
Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya mengarah kepada
membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu (at-ta ‘awun),
saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain

Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah, yaitu persamaan dan
perbedaan Istimbat Ahkam Lajnah Bathsul Masail NU (LBM-NU) dan Majlis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan bagaimana hukum Asuransi jiwa menurut
Lajnah Bathsul Masail NU (LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang dilakukan
dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan
dengan metode deduksi dan deskriptif.

Di dalam Bahtsul Masail NU dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah banyak sekali persamaan antara lain (1) persamaan paham yaitu
berpaham sunni, (2) Persamaan metode pengambilan hukum secara substansif, (3)
sama-sama berbeda dalam masalah far’iyyah, bukan Ushuliyyah. Adapun
perbedaan keduanya terletak pada (1) akar pemikiran, (2) sikap bermadzhab, (3)
adanya perbedaan nomenklatur, (4) pandangan terhadap terbuka — tertutup pintu
ijtihad. Dalam masalah Asuransi jiwa, baik Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU)
dan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sepakat bahwasannya Asuransi jiwa
yang diperbolehkan adalah Asuransi jiwa yang bebas dari unsur judi dan
ketidakjelasan, Asuransi kerugian serta Asuransi sosial yang di atur oleh
pemerintah.



ABSTRACT
Brio Griondy Dahlinar, 10220008, Syariah Life Insurance in Islamic
Organization Perspective (Comparative Analysis of Lajnah Bahtsul
Masail NU and Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah ), Thesis,
Department of Shariah Business Law, Faculty of Shariah, The State
Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: H.
Alamul Huda, M.A.

Keywords: Insurance, Fatwa, Islamic Organization.

One of the modern financial institution which was produced by
renaissance in western civilization is insurance. According to syariah law , the
objective of insurance is to direct the people to cooperate, to assist, to be
responsible and to protect one each other.

This research contains two formulation of problems to be solved both are,
the similarity and the difference of legal reasoning method between Lajnah Bahtsul
Masail NU and Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah and the opinion of both
organization towards life insurance. This research is kind of normative research
with using the statute approach whereas its legal materials is analyzed by deduction
and description method.

There are many similiraty between both organization such as the similarity
of ideology which is sunni, the similarity of substance of legal reasoning method,
and the similarity of view on islamic fundamental aspects. The differences between
each other are basic thought, view on madzhab, nomenclature, and view on ijtihad
opportunity. Regardless to their differences, they agree that the life insurance which
doesnt contain an uncertainty and gambling practice is allowed according to syariah
law.
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ABSTRACT

Brio Griondy Dahlinar, 10220008, Syariah Life Insurance in Islamic
Organization Perspective (Comparative Analysis of Lajnah Bahtsul
Masail NU and Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah ), Thesis,
Department of Shariah Business Law, Faculty of Shariah, The State
Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: H.
Alamul Huda, M.A.

Keywords: Insurance, Fatwa, Islamic Organization.

One of the modern financial institution which was produced by
renaissance in western civilization is insurance. According to syariah law , the
objective of insurance is to direct the people to cooperate, to assist, to be
responsible and to protect one each other.

This research contains two formulation of problems to be solved both
are, the similarity and the difference of legal reasoning method between Lajnah
Bahtsul Masail NU and Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah and the opinion
of both organization towards life insurance. This research is kind of normative
research with using the statute approach whereas its legal materials is analyzed by
deduction and description method.

There are many similiraty between both organization such as the
similarity of ideology which is sunni, the similarity of substance of legal
reasoning method, and the similarity of view on islamic fundamental aspects. The
differences between each other are basic thought, view on madzhab,
nomenclature, and view on ijtihad opportunity. Regardless to their differences,
they agree that the life insurance which doesnt contain an uncertainty and
gambling practice is allowed according to syariah law.
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Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (renaissance).
Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya mengarah
kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu (at-
ta’awun), saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama
lain

Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah, yaitu persamaan dan
perbedaan Istimbat Ahkam Lajnah Bathsul Masail NU (LBM-NU) dan Majlis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan bagaimana hukum Asuransi jiwa menurut
Lajnah Bathsul Masail NU (LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang dilakukan
dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan
dengan metode deduksi dan deskriptif.

Di dalam Bahtsul Masail NU dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah banyak sekali persamaan antara lain (1) persamaan paham yaitu
berpaham sunni, (2) Persamaan metode pengambilan hukum secara substansif, (3)
sama-sama berbeda dalam masalah far’iyyah, bukan Ushuliyyah. Adapun
perbedaan keduanya terletak pada (1) akar pemikiran, (2) sikap bermadzhab, (3)
adanya perbedaan nomenklatur, (4) pandangan terhadap terbuka — tertutup pintu
ijtihad. Dalam masalah Asuransi jiwa, baik Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-
NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sepakat bahwasannya Asuransi
jiwa yang diperbolehkan adalah Asuransi jiwa yang bebas dari unsur judi dan
ketidakjelasan, Asuransi kerugian serta Asuransi sosial yang di atur oleh
pemerintah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam
bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia
Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (renaissance).
Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak
ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi
semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada system kapitalis
yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi
atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan
ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.

Penerapan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di
Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, hal ini dapat dilihat dengan
semakin beragamnya kegiatan usaha yang berbasis syariah selain usaha perbankan
syariah yang telah lebih dahulu bermunculan. Berbagai kegiatan tersebut antara lain
mulai dari asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, obligasi
syariah, hingga reksa dana syariah. Perkembangan yang terjadi ini didukung pula
dengan adanya faktor bahwa Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas
penduduknya beragama Islam. Khusus untuk di bidang asuransi sendiri, sejak tahun
2010 terdapat empat perusahaan asuransi syariah, 17 unit asuransi jiwa syariah, 20

unit asuransi umum syariah, serta tiga unit reasuransi syariah. Data ini

1 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h.55.



membuktikan bahwa asuransi berbasis syariah memiliki pangsa pasar yang terus
tumbuh dan berkembang.?

Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kehadiran
asuransi menjadi cukup penting dan bahkan menjadi salah satu penggerak utama
dalam mendorong pertumbuhan ataupun kemajuan perekonomian suatu negara,
baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kemajuan perekonomian itu
dicapai melalui penciptaan ketenangan dalam masyarakat atas kepastian
pengendalian terhadap peristiwa yang belum tentu atau tidak pasti didalam aktivitas
bisnis maupun kehidupannya.

Secara umum asuransi dipergunakan karena Kita sebagai manusia bisa
terkena berbagai macam resiko yang berdampak pada kehidupan dan mengancam
keselamatan jiwa, sehingga dengan kondisi tersebut maka menimbulkan keadaan
yang tidak dapat diramalkan, dan keadaan tersebut selalu menyertai kita didalam
melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian setiap kemungkinan
yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu itu secara
langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.®

Dimana resiko itu dapat terjadi baik kepada harta kekayaan maupun jiwa
kita, yang mengakibatkan kita sebagai manusia yang memiliki akal budi selalu
berusaha dengan segala upaya untuk menanggulangi resiko yang akan timbul

dengan cara menghindari maupun mengalihkan atau membagi kepada pihak lain

2 “Unit Asuransi Syariah” <http://bataviase.co.id/node/344280>, 16 Agustus 2010.

3 sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h.
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yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko, dalam hal ini adalah
perusahaan asuransi.

Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya
mengarah kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling
membantu (at-ta awun), saling bertanggung jawab dan saling melindungi
penderitaan satu sama lain. * Karena prinsip-prinsip dasar di dalam syariah
mengajak kepada manusia untuk membina persaudaraan dan membantu
meringankan masalah ataupun bencana yang sedang dihadapi sesamanya. Hal ini
sesuai dan dapat dilihat sebagaimana dengan Firman Allah yang terdapat dalam QS.

Al-Maidah [5]: 2
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi“ar-syi“ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

4 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2007), h. 141



menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-Maidah [5]: 2.°

Dalam hukum asuransi konvensional sebenarnya dikenal pula prinsip
gotong royong. Yang dimaksud prinsip gotong royong dalam hal ini adalah prinsip
yang mendasarkan kepada penyelesaian terhadap suatu masalah dengan saling
tolong-menolong.®

Dimana prinsip tersebut hampir sama dengan asas tolong-menolong yang
dianut dalam asuransi syariah. Namun sebagian kalangan muslim masih
beranggapan bahwa asuransi (dalam hal ini khususnya asuransi jiwa) dianggap
bertentangan dengan takdir, karena pada dasarnya kecelakaan, kemalangan dan
kematian merupakan takdir Allah. Namun Islam pun tidak mengabaikan arti
pentingnya perencanaan untuk mempersiapkan masa depan serta kegiatan lembaga
keuangan yang didirikan memang untuk mendatangkan manfaat bagi umat manusia
dalam menjalani kehidupannya, dimana dalam hal ini termasuk juga kegiatan
asuransi.’

Kegiatan  perasuransian yang diperkenankan adalah  dengan
menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah seperti maisir
(perjudian), gharar (unsur ketidakjelasan), dan riba (bunga).

Di Indonesia regulasi tentang pengertian asuransi secara umum telah diatur
dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun

pengaturan asuransi (pertanggungan) dalam Pasal 1774 tersebut memasukan

°QS. Al-Maidah [5]: 2

6 H. Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga (Bandung:
PT. ALUMNI, 2003), h. 79

" Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di
dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia (Yogyakarta: Ull Press, 2008), h. 21



asuransi kedalam kategori perjanjian untung-untungan (konsovereenkomst), yaitu
semacam perjanjian dimana termasuk pula perjanjian perjudian.®

Sehingga karena adanya unsur perjudian atau maisir yang tidak
diperkenakan dalam ajaran Islam, maka ketentuan didalam Pasal 1774 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dapat dijadikan sebagai
landasan hukum bagi pelaksanaan asuransi syariah. Selain di KUHPerdata, secara
khusus regulasi mengenai pengertian asuransi juga terdapat didalam Pasal 246
Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian.

Dalam praktek asuransi syariah, kedua peraturan tersebut kurang dapat
mengakomodir pelaksanaan aktivitas perasuransian yang berbasis syariah sehingga
timbul berbagai macam masalah yang ada di masyarakat awam, sehingga banyak
pula anggapan bahwasannya asuransi syariah hanya ada sekedar nama, akan tetapi
dalam praktek tetap seperti asuransi konvensional dan ini dari akibat kurangnya
peraturan yang mengakomododir pelaksanaan aktivitas asuransi yang berbasis
syariah serta dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah
yang sesuai dengan hukum Islam, sebagai solusi diantaranya maka pemerintah
menggandeng lembaga serta organisasi Islam besar yang ada di Indonesia, dalam
hal ini Majelis Ulama Indonesia, NU dengan Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM-NU)
dan Muhammadiyah dengan Majlis Tarjih dan Tajdid (MTT) untuk memberikan
pandangan hukum yang sesuai dengan kaidah — kaidah hukum Islam menurut

masing — masing organisasi, dengan harapan masyarakat awam bisa memperoleh

8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), h. 217



informasi bagaimana asuransi syariah yang benar sesuai dengan perspektif masing
— masing organisasi, baik dari perbedaan maupun persamaan pengambilan metode
hukum.

Dari berbagai masalah yang ada di sini maka penulis ingin mengetahui
bagaimana pandangan organisasi — organisasi Islam yang ada di Indonesia dalam
menyikapi asuransi syariah. Sehingga penulis mengambil judul “Hukum Asuransi
Jiwa Syariah (Taakaful) perspektif organisasi Islam (Analisis Perbandingan
Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)”

B. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang seperti di atas maka rumusan masalah dari
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode Istimbat ahkam Lajnah
Bahtsul Masa’il NU (LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah?

2. Bagaimana hukum asuransi jiwa syariah menurut Lajnah Bahtsul
Masa’il NU (LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode Istimbat ahkam
Lajnah Bahtsul Masa’il NU (LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah.



2. Untuk mengetahui hukum asuransi jiwa syariah dalam ketetapan
Lajnah Bahtsul Masa’il NU (LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian di anggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua)
aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya

dibidang ekonomi syariah yang lebih khusus dalam asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran atau bahan
masukan untuk memberikan pengetahuan lebih dalam asuransi syariah di

Indonesia dalam mencapai titik temu atas kontroversi yang terjadi.

E. Definisi Operasional

1. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Syariah mempunyai arti sebagai usaha saling melindungi dan
tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk
aset dan / atau tabarru’ (kebaikan) yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir



(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan
maksiat.

2. Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU)

NU dalam stuktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail
(LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap
masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang
membahas berbagai masalah keagamaan.

Bahtsul masail sering kita lihat dalam tradisi keilmuan (diskusi yang
membahas berbagai persoalan), merupakan aktifitas akademik pesantren yang telah
mengakar dari generasi ke generasi, ini bukan diskusi biasa, melainkan forum
ilmiah yang dalam melakukan kajian dan mujadalah diatur sesuai dengan standar
akademik yang ketat. Baik dalam acara rujukan, metode berfikir dan cara
pemaknaan.®

Bathsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam
organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual
yang mucul dalam kehidupan masyarakat. Dari segi historis maupun
operasionalitas, bahtsul masail merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis
dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (masail) yang digarap
selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Sedangkan
demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai, santri
baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapa pun yang paling kuat itulah yang

diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam bahtsul masail tidak ada

® Ridwan Qoyyum Said, Rahasia Sukses Fuqoha, (Jombang: Darul Hikmah, 2003), h. 14.



dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk
menunjukkan fenomena "sepakat dalam khilaf" ini adalah mengenai status hukum
dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah ini tidak pernah ada kesepakatan
ada yang mengatakan halal, haram dan subhat. Ini terjadi sampai muktamar NU
tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya
masih tiga pendapat: halal, haram dan subhat. Ini sebetulnya langkah antisipatif NU
sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan
modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa
menghindar dari persoalan yang berkaitan dengan bunga bank.°

Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang di masa lalu peristiwa
itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada
ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning.*!

Walaupun LBM merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya bagi
NU, Namun masih ada kelemahan yang perlu diperhatikan:

1. Kelemahan yang bersifat teknis (kaifiyatul bathsi), yakni belum ada
ketegasan yang bersifat jama’l mengenai pola bermahzhab antara
manhaj dan gauli.

2. Kelemahan komitmen dan kesadaran untuk mensosialisasikan dan

melakukannya secara baik hasil putusan bahtsul masail.*?

10 Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Figih NU: Transformasi Paradigma Bathsul Masa’il, (Jakarta:
Lakpesdam, 2002), h. 12.

11 Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, Antologi NU (Khalista: Surabaya,2008), h. 35-36

12 Busyairi Harits, Islam NU (Pengawal Trasisi Sunni Indonesia) (Khalista: Surabaya, 2010), h. 57-
58



3. Majlis Tarjih dan Tajdid

Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang keagamaan pada umumnya dan
pemikirannya dalam bidang fikih khususnya telah ditulis dalam Himpunan Putusan
Majelis Tarjih. Buku ini memuat putusan-putusan yang telah diambil oleh Majelis
Tarjih dalam berbagai bidang, terutama bidang fikih. Kemudian berbagai macam
putusan Majelis Tarjih juga dapat dijumpai dalam buku-buku lain yang diterbitkan
oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.®

K.H. Sahlan Rasyidi, sebagaimana yang dikutip oleh Arbiyah Lubis,
mendefinisikan tarjih dalam organisasi Muhammadiyah sebagai: “Bermusyawarah
bersama dari tokoh-tokoh ahli yang meneliti, membanding, menimbang dan
memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat di
kalangan umat awam mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar
dan lebih dekat dari sumber utamanya ialah al-Quran dan Hadis”.14

Sedangkan tajdid, dari segi bahasa berarti pembaharuan, dan dari segi
istilah tajdid memiliki dua arti, yakni (1) pemurnian; (2) peningkatan,
pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Dalam arti
“pemurnian” tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang
berdasarkan dan bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah as-Shahihah. Dalam

arti “peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya”,

13 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995),
Cet. Ke-1,h. 9

14 Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan
(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 91
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tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam
dengan tetap berpegang teguh kepada al-Quran dan as- Sunnah as-Shahihah.

Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian istilah tersebut,
diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih,
yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut Muhammadiyah, tajdid merupakan salah
satu watak dari ajaran Islam.

Rumusan tajdid tersebut mengisyaratkan bahwa Muhammadiyah ijtihad
dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit
dalam sumber utama ajaran Islam, al-Quran dan Hadits; dan terhadap kasus yang
terdapat dalam kedua sumber itu. ljtihad dalam bentuknya yang kedua dilakukan
dengan cara menafsirkan kembali al-Quran dan Hadits sesuai dengan kondisi
masyarakat sekarang ini. Pada prinsipnya, Muhammadiyah mengakui peranan akal
dalam memahami al-Quran dan Hadits. Namun kata-kata “yang dijiwai ajaran Islam
memberi kesan bahwa akal cukup terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah
yang timbul sekarang ini, dan akal juga terbatas dalam memahami Nash al-Quran
dan Hadits.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pemahaman akal berbeda
dengan kehendak zahir Nash, maka kehendak Nash harus didahulukan daripada
pemahaman akal. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip yang diyakini oleh

Muhammad Abduh. Menurut yang disebut terakhir ini, akal harus didahulukan dari

11



arti zahir Nash, jika terdapat pertentangan di antara keduanya. Artinya, Nash itu
harus dicari interpretasinya sehingga sesuai dengan pemahaman akal.*®
F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang berjudul “Perjanjian Asuransi (Studi Comparasi terhadap
Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut PERSIS dan NU)’*¢ yang ditulis
oleh Subhan Alwi. Penelitian ini membahas lebih mendalam asuransi perspektif
keputusan hukum menurut PERSIS dan NU.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional
dan Asuransi Syariah”!’ yang ditulis oleh Ade Putri P. penelitian ini membahas
tentang bagaimana Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi
Syariah.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Akad Tabarru’ PT Asuransi Taakaful Keluarga Semarang”!® yang ditulis oleh
Rokhaningsih. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap
pelaksanaan akad tabarru’ di asuransi taakaful keluarga Semarang.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada

Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Asuransi AJB

15 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995),
Cet. Ke-1, h. 58-59

16 Subhan Alwi, “Perjanjian Asuransi (Studi Comparasi terhadap Metode Pengambilan Keputusan
Hukum Menurut PERSIS dan NU), skripsi sarjana tidak diterbitkan, (UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2006.

7 Ade Putri P, Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Syariah, (
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010)

18 Rokhaningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru’ di PT Asuransi
Taakaful Keluarga Semarang (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008)
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Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta)”*® yang ditulis oleh Maftukhatun
Nikmah. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap
pelaksanaan hukum tabarru’ di Asuransi Bumiputera Syariah cabang Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi
Dalam Fatwa — Fatwa Dewan Syariah Nasional”?° yang ditulis oleh Achmad
Ridlowi. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan tentang konstruksi akad

asuransi dalam fatwa — fatwa Dewan Syariah Nasional.

No Nama Judul Persamaan Perbedaan

Perbedaan terletak

pada objek
Perjanjian
Persamaan penelitian yang
Asuransi (Studi
terletak pada diteliti yaitu
Comparasi
pembahasan pembahasan
terhadap Metode
1 | Subhan Alwi tinjauan hukum hukum asuransi
Pengambilan
Islam pada jiwa syariah, bukan
Keputusan
asuransi jiwa pada perjanjian
Hukum Menurut
syariah asuransinya, selain

PERSIS dan NU
itu organisasi islam

yang ditetliti

19 Maftukhatun Nikmah, Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Asuransi Dalam
Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di PT. Asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang
Yogyakarta, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2010)

20 Achmad Ridlowi, Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan
Syariah Nasional, ( Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009)
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Istimbat
Hukumnya adalah
NU dan

Muhammadiyah

Ade Putri P

Implementasi
Sistem Asuransi
Jiwa
Konvensional dan

Asuransi Syariah

Persamaan
terletak pada
pembahasan

tinjauan hukum

Islam pada

asuransi jiwa

Perbedaan terletak
pada objek
penelitian yang
diteliti yaitu
Implementasi
sistem asuransi
jiwa syariah, bukan

pada pengambilan

Rokhaningsih

syariah metode Istimbat
ahkam asuransi
jiwa syariah
Perbedaan terletak
Tinjauan Hukum Persamaan

Islam Terhadap
Pelaksanaan Akad
Tabarru’ di PT
Asuransi Taakaful
Keluarga

Semarang

terletak pada
pembahasan
tinjauan hukum
Islam pada
asuransi jiwa

syariah

pada objek
penelitian yang
diteliti yaitu
implementasi
tinjauan hukum
islam yang hanya

terjadi di PT
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Asuransi Taakaful
Keluarga
Semarang, bukan
pada metode
Istimbat ahkam
dalam sudut
pandang organisasi

Islam

Maftukhatun

Nikmah

Perlindungan
Hukum
Tertanggung Pada
Asuransi Dalam
Perspektif Hukum
Islam Studi Kasus
di PT Asuransi
AJB Bumiputera
1912 Syariah
Cabang

Yogyakarta

Persamaan
terletak pada
pembahasan

tinjauan hukum

Islam pada
asuransi jiwa

syariah

Perbedaan terletak
pada objek
penelitian yang
diteliti yaitu
implementasi
perlindungan
hukum tertanggung
yang terjadi di PT
Asuransi AJB
Bumiputera
Syariah cabang
Yogyakarta, bukan
pada Istimbat

ahkam dalam sudut
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pandang organisasi

Islam

Perbedaan terletak
pada objek

penelitian yang

Persamaan diteliti yaitu
Tinjauan Tentang
terletak pada tinjauan tentang
Konstruksi Akad
pembahasan konstruksi akad
Achmad Asuransi dalam
5 tinjauan hukum | asuransi dengan
Ridlowi Fatwa-Fatwa
Islam pada pengambilan
Dewan Syariah
asuransi jiwa metode Istimbat
Nasional
syariah ahkam organisasi
islam dalam

asuransi jiwa

syariah

G. Metode Penelitian

Cara kerja kelimuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode
(Inggris: method, Latin: methodus, Yunani: methodos — meta berarti sesudah, di
atas, sedangkan hodos berarti suatu jalan atau suatu cara). Secara harfiah metode
diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh. Dalam dunia riset, penelitian
merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan

persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi kelimuan yang terjaga sehingga
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hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas
ilmuwan terkait (intersubjektif).?! Serta merupakan cara bertindak agar kegiatan
penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang
maksimal.??

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang
akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul, maka penyusun
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library
research), dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya
data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku,
kitab-kitab atau karya-karya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah
deskriptif analitik, yaitu menguraikan dan membahas secara sistematis dan
terperinci tentang asuransi syariah. Dalam konteks ini penulis akan menguraikan
dan menggambarkan bagaimana pengertian asuransi syariah perspektif organisasi
islam di Indonesia beserta metode pengambilan hukum mereka dalam menyikapi
asuransi syariah. Selanjutnya penulis akan menganalisa bagian — bagian dari
metode hukum organisasi islam tersebut untuk ditemukan persamaan dan

perbedaan dalam menyikapi asuransi syariah.

21 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006),
h. 26.
22 Anton Bakker, Metode Penelitian (Yogyakarta: Kanisius, 1992) h. 10
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3. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yuridis normatif.
Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukumnya, karena menyangkut dengan
produk hukum, yaitu mengenai sumber — sumber hukum tentang asuransi syariah
dan merujuk kepada landasan normatif yang berupa nash (Al Qur’an dan As
Sunnah) dan pendapat para ulama dari masing-masing organisasi Islam (LBM-NU
dan MPP)
4. Sumber bahan hukum
Karena jenis penelitian ini adalah normatif, maka sumber data yang
digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui informasi yang
sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut sebagai bahan
hukum. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Asuransi Jiwa
secara umum beserta Fatwa Lajnah Bahtsul Masa’il NU (LBM-NU) dan Majlis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai asuransi jiwa, sedangkan bahan
hukum sekundernya adalah buku-buku yang relevan sebagai referensi dalam
pengkajian masalah dalam penelitian ini.
5. Metode pengumpulan bahan hukum
Penelitian ini besifat normatif, maka yang menjadi alat pengumpul data
adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat
pengumpulan data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.?® Dengan
demikian maka langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-

bahan hukum yang akan diperiksa, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), h. 21.
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tersier. Setelah menentukan bahan-bahan hukum tersebut, peneliti mengawali
pengerjaannya dengan menelaah bahan hukum sekunder, khususnya mengenai
penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

6. Analisis bahan hukum

Untuk menganalisa bahan hukum, digunakan analisis melalui metode

berfikir:

A. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data — data yang
universal (umum), kemudian diaplikasikan kedalam satuan — satuan
yang singular (khusus / bentuk tunggal) dan mendetail. Dalam
penelitian ini menguraikan tentang asuransi jiwa syariah, kemudian
dikorelasikan dengan metode hukum organisasi Islam di Indonesia.

B. Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data,
mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya.?*
Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis metode istimbat ahkam
yang digunakan organisasi Islam di Indonesia, kemudian
mengkhususkan penulisan pada permasalahan yang muncul, yaitu
persamaan dan perbedaan metode hukum dalam asuransi syariah dan
menjabarkan pendapat — pendapat para Ulama’ sebagai bahan

pertimbangan.

24 Soerjono, Pengantar Penelitian, h. 254.
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H. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang digunakan
dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup,
kesimpulan dan saran.

BAB |I: PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan, penulis
mengemukakan tentang latar belakang permasalahan sehingga terciptanya judul
dalam proposal penelitian ini. Selain itu dikemukakan pula mengenai perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian
terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap
pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka
dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB I1: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini diuraikan mengenai teori
dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis
dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB I1l: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini
diuraikan mengenai data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur
yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab
rumusan masalah yang ditetapkan. Penulisan judul ditulis dengan judul yang
diintisarikan dari pembahasan pada bab ini nantinya.

BAB 1V: PENUTUP Bab ini merupakan bab akhir dalam proposal
penelitian yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran menganai apa yang
telah dibahas oleh penulis. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan

dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah
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yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak - pihak terkait
atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan

masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah
1) Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam

Ada dua kata utama yang menjadi kata kunci pembahasan, yaitu; asuransi
dan hukum Islam. Kata asuransi menjadi domain pertama yang mengharuskan bagi
domain kedua (hukum Islam) unyuk memberikan tinjauan serta pembahasan yang
mendalam terhadap asuransi. Tinjauan ini dalam bentuk aspek hukum yang
terkandung dalam ajaran Islam; yaitu dalam wujud pertanyaan bagaimana
seharusnya ukum Islam melihat praktik asuransi yang berkembang dewasa ini? Dan
bagaimana seharusnya asuransi yang dibolehkan dalam ajaran Islam itu? Sebuah
pertanyaan yang mengharuskan ada jawabannya.

Dengan didasarkan pada sebuah asumsi awal yang menjelaskan bahwa
dalam ajaran Islam telah sempurna dan mempunyai nilai yang universal serta
mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, maka segala sesuatu yang
berkaitan dengan kehidupan manusia telah dijamin adanya norma yang mengatur

aktivitas kehidupan tersebut. Selaras dengan firman Allah SWT. Dalam QS. Al-

Maidah [5]:3
15,5545 :La,;;mjmw;@jﬁ\uj,ﬁ\ A dedliede el
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Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka
dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam
itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. QS. Al-Maidah [5]:3.

Imam Syafi’l, sebagai seorang yang pakar dalam hukum Islam,
menyatakan bahwa kaidah-kaidah itu untuk menjaga semangat hukum Islam yang
fungsi utamanya adalah mengontrol masyarakat dan bukan untuk dikontrol oleh
masyarakat menurutnya, “Wahyu Allah, seperti dikemukakan dalam al-Qur’an dan
Sunnah Nabi SAW diturunkan untuk menghadapi setiap kejadian yang mungkin
terjadi.? Secara implisit Imam Syafi’l berpendapat bahwa segala sesuatu masalah

itu sudah disiaan pemecahannya dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.

1 QS. Al-Maidah [5]:3

2. Scacht, the Origins of Muhammadan Jurisprudene, (Oxford: 1953), h.136.Dikutip kmbali oleh
Muslehuddin dalam Insurane and Islamic Law, (ter). Burhan Wirasubrata), Menggugat Asuransi
Modern: Mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam, (Jakarta: Lentera
Baristama, 1999), h. 85.
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2) Nilai Filosofis Asuransi Syariah

Bangunan yang membenuk adanya asuransi syariah didasarkan pada
prinsip dasar dari nilai yang berlaku pada diri manusia. Manusia terlahir dibekali
dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan pembentuk yang berasal dari Tuhan (roh)
yang cenderung berbuat baik dan kekuatan pembentuk yang berasal dari materi
(unsur tanah)®. Nilai tersebut merupaan pembawaan manusia sejak lahir yang
bersifat alami (nature) yang terikat oleh aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT
(Sunnah Allah).* Dengan bebekal kedua kekuatan tersebut, manusia dituntut utuk
membaca segala norma atau aturan-aturan Tuhan yang ada di alam semesta,
sehingga segala gerak ang dilakukan manusia tertuju pada ketentuan yang
digariskan oleh-Nya.

Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah (wakil Allah)
yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Firman Allah SWT

dalam QS. Al-Bagarah [2]:30
G ded 0 & 22 DB 281s (p3V1 G Jels ) aall) 865 J6 5
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Artinya:

Ingatlah  ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*. Mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan

3 Harun Nasution, Filsafat dan Mistisme, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) h. 23.

4 Dalam pandangan Murasa Sarkaniputra, norma (hukum) yang berlaku di alam dapat dipilah
menjadi dua, yaitu ayat qauliyah yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW., serta ayat
kauniyah (hukum alam), Materi wejangan Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra selama “mondok” di P3EI.
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berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui™ QS. Al-
Bagarah [2]:30.°

Tugas tersebut merupakan beban yang berat bagi seorang manusia. Karena
statusnya sebagai wakil Allah (khalifah),® manusia dituntut untuk memberikan
kemakmuran dan kententraman di alam semesta, bukan sebaliknya yang seperti
diprediksikan (dikhawatirkan) olen malaikat sebagai makhluk yang membawa
bencana atau malapetaka di atas permukaan bumi.

Kemakmuran di muka bumi dapat diwujudkan oleh manusia, jika dan
hanya jika manusia tersebut mampu memahami dan memosisikan keberadaannya
pada aturan yang elah ditentukan oleh Khalik-nya, Allah SWT. Adapun salah satu
Sunnah Allah yang berlaku pada diri manusiaadalah eksistensinya yang lemah dan
ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Hanya
Allah-lah Dzat Yang Maha Perkasa dan Maha mengetahui atas segala sesuatu yang
terjadi di alam semesta, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa
keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau

sesamanya. Solusinya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5]:2
35 385 G3dll V5 A TG A 5 sas T Vit sl Gl

Y3 \jgtz:ou r,,u> 1305 u,@)j 5 o Sk §545 /;A.\ ol Gl

5 QS. Al-Bagarah [2]: 30.

® Faidillah al-Hasani mengumplkan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan kedudukan manusia
sebagai khalifah di permukaan bumi ada 9 tempat, yaitu; QS. Al-Bagarah [2]: 30; QS. Shaad [36]:
26; QS. Al-An’aam [6]: 165; QS. Yunus [10]: 14 dan 73; QS. Faathir [35]: 39; QS. Al-Araaf [7]: 69
dan 74; QS. Al-naml [27]: 62. Lihat Faidhilla al-hasani al-magsidi, Fathurrahman li Thalibi ayat
al-qur’an, (bairut: Dar al-Fikr, 1995).

25



-
S

50 ~_ 0 ///o} o z /’.a . 3% _ >5 I .E R s PP 2 a-
S I8 155655 153585 ol M\Q;rfjwd\ﬁ:)wr;@ﬁ

/5,&} //1.05 éfi.oo 5,0/5/,,7,0/ ?9,4 ~_ © oz //&f/:j.o/
© Sl 3al @i O] Al a5 opdally SYT IS 155185 Y5 o325
Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi“ar-syiar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-Maidah [5]:2.”

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu berbuat
tolong-menolong antar sesamannya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa
kepada Allah SWT. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegangi
manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling
melakukan tolong-menolong, manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang
diberikan Allah SWT kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai
filosofi dari berlakunya asuransi syariah.

Di sisi lain manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian
yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuannya terhadap

kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan

" QS. Al-Maidah [5]: 2.
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bagaimana keadaannya pada waktu di kemudian hari (future time).® Firman Allah

SWT telah ditegaskan dalam QS. Al-Taghaabun [64]: 11 dan QS. Lugman [31]: 34.

i
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Artinya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan
ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi
petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. QS. Al-
Taghaabun [64]:11.°
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Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang
Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada
dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa
yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di
bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal. QS. Lugman [31]:34.1°

Apakah hari esok dia (manusia) masih dalam keadaan sehat wal-afiat dan
masih dapat melihat terbithnya matahari di sebelah timur atau apakah harta

kekayaannya masih dalam keadaan aman dan tidak akan mengalami kehancuran

8 Ketidakpastian (Uncertainty) merupakan sala satu landasan ke depan dalam melakukan investasi
secara islami. Dari prinsip ini diturunkan tiga model dari pelaksanaan investasi, positif return
(keuntungan), negatif return (kerugian) dan no return (balik modal, tidak untung dan tidak rugi).
Lihat Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: suatu kajian ekonomi makro, (Jakarta: Kari Business
Consulting), 2001, h.18.

° QS. Al-Taghaabun [64]: 11.

10QS. Lugman [31]: 34.
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atau terkena kebakaran? Sebuah pertanyaan yang tidak akan dapat dipastikan
jawabannya oleh manusia, karena kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia
tidak dapat menjangkau hal-hal yang belum terjadi. Allah SWT tidak memberikan
kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas mempredisikan dan
merencanakan (planning) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala
sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian di masa mendatang.*

Suatu yang elah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (Kematian) yang akan

dialami oleh setiap manusia. Firman Allah SWT QS. Ali imran [3]: 145 dan 185:
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Artinya:

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah,
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki
pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa
menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu.
Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. QS. Ali
Imran [3]: 145.%2
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Artinya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada
hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan

11 Ayat al-Qur’an yang berbicara tentang perencanaan (planning) terdapat dalam QS. Ali Imran [3]:
154 dan 159; QS. Ar-Ruum [30]: 4; Lugman [31]: 22. Lihat Fathurrahman li Thalib Ayat al-Quran.
12.Qs. Ali Imran [3]: 145.
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dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. QS. Ali Imran [3]:
185.13

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaiana cara
mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat
(sa’adah al-daraini), seperti Allah SWT dalam QS. Al-Bagarah [2]: 201. Adapun
salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan
di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, bak dalam bentuk
musibah, kecelakaan, kebakaran atau kematian, dapat diminimalisir kerugiannya.
Hal semacam ini telah dicontohkan olenh Nabi Yusuf secara jelas dalam
menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk

dimakan oleh sapi betina yang kurus. Firman Allah SWT dalam QS. Yusuf [12]:

46-49.
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Artinya:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai
orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi
betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-
kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar
aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya” Yusuf berkata:

13.QS. Ali Imran [3]: 185.
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"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa
yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu
makan Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali
sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan Kemudian setelah itu akan datang
tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka
memeras anggur" QS. Yusuf [12]: 46-49.1

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini
(baca: modern) yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara
matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menimpanya pada waktu
yang akan datang. Praktik asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah
mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak
zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak terekam
melalui cerita Nabi Yusuf di atas dan penjelasan dalam al-Qur’an atau Sunnah Nabi
Muhammad SAW.

Jadi, prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi
asuransi syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat
tolong-menolong, bekerja sama, dan proteksi terhadap peril (peristiwa yang
membawa kerugian).

3) Karakteristik Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi
konvensional, yaitu mencari ridha Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat.
Asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik itu pada gilirannya

bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional.

14 QS. Yusuf [12]: 46-49.
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Di antara karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
1) Akad yang dilakukan adalah akad at-Taakafuli.
2) Selain tabungan, peserta juga dibuatkan tabungan derma.
3) Merealisir prinsip bagi hasil.

Dalam asuransi konvensional hanya mempunyai tujuan yang semata-mata
mencari keuntungan; dan bukan di dasari oleh rasa tolong-menolong antarsesama.
Pada asuransi konvensional, akad perjanjian yang mendasarinya adalah akad jual-
beli (tabaduli).

Karnaen A Perwaatmadja mengemukakan 4 ciri-ciri asuransi syariah:*®

1) Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas
niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.

2) Tata cara pengelolaan tidak terlibat dari unsur-unsur yang bertentangan
dengan syariat islam.

3) Jenis asuransi Taakaful terdiri dari Taakaful Keluarga yang memberikan
perlindungan kepada peserta.

4) Terdapat dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi
operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat islam.

4) Landasan Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum
praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai
wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam

ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam

15 Zainuddin ali, Hukum Asuransi Syariah (Sinar Grafika: Jakarta 2008) h. 1.
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hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli
hukum Islam.

Kebanyakan ulama (jumhur) memakai metodologi konvensional dalam
mencari landasan syariah (al-asas al-syar iyyah) dari suatu pokok masalah (subject
matter). Dalam hal ini subject matter-nya adalah lembaga asuransi. Pada
kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam
praktik bisnis asuransi adalah: al-Quran, Sunnah Nabi, piagam Madinah, praktik
sahabat, ijma’, qiyas, syar 'u man gablana, dan istihsan.

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an tidak menyebutkan seara tegas ayat yang menjelaskan tentang
praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak
munculnya istilah asuransi atau al-ta 'min secara nyata dalam al-Qur’an. Walaupun
begitu al-Qur’an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-
nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Seperti nilai dasar tolong-menolong,
kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian
(peril) di masa mendatang.

Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada
dalam praktik asuransi adalah:

a) Surat al-Maidah [5]:2
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi“ar-syi“ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Al-Maidah [5]:2.1

Ayat ini memuat perintah (amr) tolong-menolong antar sesama manusia.
Dalam bisnis asuransi, nilai itu terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah)
perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana
sosial (tabarru’).t” Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru’ pada perusahaan
asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang
mengalami musibah (peril).

b) Surat al-Bagarah [2]:185
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16 QS. Al-Maidah [5]: 2.

17 Kata “tabarru” dalam kamus al-Munawwir dimaknai dengan; sedekah atau derma. Lihat KH. Ali
Ma’shum dan KH. Zainal Abidin Munawir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. (Yogyakarta:
Pustaka Progesif, 1997) h. 77.
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Artinya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di
dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan
penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan
yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan
barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah
baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang
lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu
bersyukur. Al-Bagarah [2]:185.18

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu
yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak
dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT agar dalam
setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak
mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat
dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, sseoang dapat memudahkan
untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat
melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

c) Surat al-Bagarah [2]:261
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Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya)
lagi Maha Mengetahui. Al-Bagarah [2]:261.°

Dengan QS. Al-Bagarah [2]:261, Allah SWT menegaskan bahwa orang
yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipatgandakan
pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan
sosial yang diridhai oleh Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-
muatan nilai sosial, seperti halnya engan pembayaran premi ke rekening tabarru’
adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT karena
pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan

asuransi jika mengalami musibah (peril) di kemudian hari.

d) Surat Ali Imran [3]:37
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Artinya:

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang
baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan
Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di
mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana
kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi
Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya
tanpa hisab. Ali Imran [3]:37.2°

19 QS. Al-Bagarah [2]: 261.
20 QS. Ali Imran [3]: 37.
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Dalam ayat ini memberikan gambaran tentang kafalah (penanggungan;
penjaminan).?! yang dilakukan oleh Nabi Zakaria terhadap Maryam dalam bentuk
pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kafalah dalam literatur figh
(hukum Islam) biasanya dibagi menjadi dua, yaitu; kafalah an-nafs (penjaminan
untuk orang), dan kafalah al-mal (penjaminan untuk harta).

e) Surat Ali Imran [3]: 145 dan 185
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Artinya:

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah,
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki
pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa
menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu.
Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran
[3]: 145.22
ged
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Artinya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada
hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan
duni% itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran [3]:
185.

2L Dalam Kamus al-Munawwir, lafadz “kafalah” dimaknai dengan mencukupi nafkah serta
mengurusnya: memelihara, menanggung, membebaskannya, menjamin, dan menggabungkan. Lihat
KH. Ali Ma’shum, h. 1220.

22 QS. Ali Imran [3]: 145.

23.QS. Ali Imran [3]: 185.
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Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa kematian (ajal) adalah sesuatu yang
bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa (nafs),
termasuk di dalamnya manusia. Seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinya
dan berlari dari kematian. Setiap manusia akan mengalami dan merasakan
kematian. Dalam hal ini kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh manusia adalah
meminimalisasi atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan
cara melakukan perlindungan (protection) jiwanya untuk kepentingan ahli
warisnya. Karena seseorang yang melakukan perlindungan (protection) jiwanya
dengan cara berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang
ditinggalkannya. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan proteksi pada dirinya
secara tidak langsung akan memberikan beban bagi keluarga (ahli waris) yang
ditinggalkannya karena tidak ada dana yang tersimpan (saving) dalam bentuk
tabungan untuk keperluan hidup di masa mendatang.

f) Surat an-Nisa’ [4]:7
ol 35 G Zoad (L G580 oldgll 35 & o Jald

@ T T PR X P
D Woy3ha G 58751 42 T8126 5553V
Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan. An-Nisa’ [4]:7.%

Surat an-Nisa’ [4]:7 menjelaskan tentang waris-mewarisi dalam ajaran

Islam. Seorang anak laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk mewarisi harta

24 QS. An-Nisa’ [4]: 7.
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peinggalan orang tuanya jika yang bersangkutan (orang tua) tersebut meninggal
dunia. Nilai yang terkandung dalam ayat di atas diterapkan pada bisnis asuransi
berbentuk pembayaran klaim (santunan) bagi seorang anggoa (nasabah) perusahaan
asuransi kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkannya. Sebagai contohnya,
jika Bapak A mengasuransikan dirinya pada salah satu perusahaan asuransi syariah,
maka konsekuensi hukum yang berlaku jika bapak A tersebut meninggal dunia
adalah, keluarga atau ahli waris Bapak A mendapatkan uang santunan dari
perusahaan asuransi yang diikuti oleh Bapak A.

g) Surat Yusuf [12]:46-49
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Artinya:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai
orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi
betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-
kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar
aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata:
"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa
yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu
makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali
sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang
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tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka
memeras anggur". Yusuf [12]:46-49.%

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap
segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa datang. Baik peristiwa
tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, terganggunya kesehatan, kecurian,
ataupun kematian. Pada peristiwa di atas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah
melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa
paceklik dengan melakukan saving (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu.
Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas untuk diterapkan pada praktik
asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita seara
tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang
telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah
proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.

h) Surat Lugman [31]:34
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Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang
Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada
dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa
yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di
bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal. Lugman [31]:34%

25 QS. Yusuf [12]: 46-49.
% QS. Lugman [31]: 34.
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Semangat yang terkandung dalam QS. Lugman [31]: 34 serupa dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Taghaabun [64]: 11. Dalam ayat di atas
dijelaskan bahwa hanya Allah-lah, Dzat Yang Maha Mengetahui atas kehidupan
dan kematian dari seseorang. Kehidupan dan kematian serta masalah rezeki bagi
manusia adalah hak prerogatif Allah SWT. Sedangkan manusia mempunyai
kewajiban untuk ‘merayu’ dengan berdoa kepada Allah SWT agar diberi kehidupan
yang baik, terhindar dari kerugian materi, serta mendapatkan rezeki yang halal lagi
thayyib. Di sisi lain manusia juga harus mampu menguasai pengetahuan tentang
tata cara mengelola risiko, sehingga dalam kehidupannya ia dapat meminimalisasi
kerugian pada titik yang paling nadir.

i) Surat al-Taghaabun [64]:11

Lde st i 4 )m,\@;;u%fj;&;/fw\gigylgg@&;w

Artinya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan
ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi
petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Al-
Taghaabun [64]:11.%7

Allah SWT telah memberi penegasan dalam ayat di atas bahwa segala
musibah atau peristiwa kerugian (peril) yang akan terjadi di masa mendatang
tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang

mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena musibah atau

27 S. Al-Taghaabun [64]: 11.
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kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT tanpa seizin Allah SWT maka
kerugian tersebut tdak akan terjadi. Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan
bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasinya
sedikit mungkin. Salah satu metodenya adalah dengan memperbanyak doa kepada
Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindarkan dari bencana
serta kerugian ekonomi. Dalam bisnis asuransi, hal semacam ini dipelajari dalam
bentuk manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut agar
dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian tersebut dapat
diminimalisasi.
2. Sunnah Nabi

Pengertian Sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh, tradisi, dan
terpuji?®. Jama’nya sunan. Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Barangsiapa mengadakan sesuatu Sunnah (jalan) yang baik, maka
baginya pahala Sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga
hari kiamat. Dan barangsiapa mengerjakan sesuatu Sunnah yang buruk, maka
atasnya dosa membuat Sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya
hingga hari kiamat.”

Hadits ini memberi pengertian bahwa: perkataan “Sunnah” diartikan
“jalan”, sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu bahasa sendiri.

Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian Sunnah berbeda-

beda, sebab para ulama memandang Sunnah dari segi yang berbeda-beda pula dan

28 Masjfuk Zuhdi, Pengantar llmu Hadits,(Surabaya: Pustaka Progresif, 1978), Cet. Ke-2, h. 13;
T.M. Hasbi ash-Shiddileqy, Sejarah dan Pengantar llmu Hadits, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980),
Cet. Ke-6, h. 24.
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membicarakannya dari segi yang berlainan. Ulama hadits memberikan pengertian
Sunnah sebagai berikut yang artinya:
“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan,
perbuatan, tagrirnya atau selain itu.”
Jadi menurut pengertian ini, Sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat
Nabi baik yang berupa fisik, umpamanya; mengenai tubuhnya, rambutnya dan
sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhak Nabi dalam keadaan sehari-
hari, baik sebelum atau sesudah bi tsah (diangkat) menjadi Rasul.
a) Hadits tentang aqgilah
G Ly Laids st NI W) p o e QUL ) 1B (2)) 802 Gl
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“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang
wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke
wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin
yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut
mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasaulullah SAW
memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap wanita tersebut dengan
pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi
kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh
agilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki) ”. (HR. Bukhari).?®

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik agilah yang telah menjadi
tradisi di masyarakat Arab. Agilah dalam hadits di atas dimaknai dengan ashabah
(kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda
(diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap

anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh agilah-nya merupakan suatu

29 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45, h. 34.
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kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.
Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (taakaful) antar
anggota suku.
b) Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang
O B 06 gl ale S0 Gl 00 e e ) ) 30h o GR
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Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu
‘alaihiwa sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min
dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan
kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. (HR. Muslim).*

Dalam hadits tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu
antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan
mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala
urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits
di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru’) dari anggota
(nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk
kepentingan sosial, yaitu untuk membant dan mempermudah urusan saudaranya

yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (peril).

c) Hadits tentang menghindari risiko
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30 Sahih Muslim, Kitab al-Birr, No. 59 h. 75.
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“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada
Rasulullah SAW, tentang untanya: “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung
saya bertawakal pada (Allah SWT)?” Bersabda Rasulullah SAW: “Pertama ikatlah
unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. at-Turmudzi).3!

Rasulullah SAW memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap
waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung
menyerahkan segalanya (tawakkal) kepada Allah SWT. Hadits di atas mengandung
nilai implisit agar kita selalu menghindar dari risiko yang membawa kerugian pada
diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan
langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu
pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang
sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian terebut akan terasa ringan jika dan
hanya jka ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi.
Sebaliknya jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka
akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

3. Piagam Madinah

Rasulullah SAW mengundangkan sebuah peraturan yang terdapat dalam
Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memerhatikan keselamatan
hidup para tawanan yang tinggal di negara tersebut®. Seseorang yang menjadi

tawanan perang musuh, maka agilah dari tawanan tersebut akan menyumbangkan

tebusan dalam bentuk pembayaran (diyat) kepada musuh, sebagai pesanan yang

31 Sunan at-Turmudzi, Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-wara, Bab 60, No. 2517, h.668.
32 Muslehuddin menyalin ulang secara lengkap Piagam Madinah dalam bukunya Insurance and
Islamic Law; Lihat Muslehuddin, h. 32-35; pembahasan yang menarik tentang Piagam Madinah
telah dilakukan Ahmad Sukardja dalam bentuk komparasi dengan Undang-Undang Dasar 1945
tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah
dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Ul-Press, 1995), Cet. ke-1, h. 47-57.
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memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana kontribusi tersebut
akan dipertimbangkan sebagai bentuk lain dari pertanggungan sosial (social
insurance).

Demikian pula, suku Bani Auf, Bani Harits, dan suku lainnya yang hidup
di Madinah pada waktu itu juga, mengharuskan membayar uang darah dalam
komunitas bersama bersandarkan pada doktrin agilah sebagai peraturan dalam
konstitusi.

Dalam konstitusi ini dijelaskan tentang peraturan bersama antara orang
Qurais yang berhijrah (migran) dengan suku-suku yang tinggal di Madinah untuk
saling melindungi dan hidup bersama dalam suasana kerja sama saling tolong-
menolong.

4. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi)
pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika
Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (diwan) saudara-saudara muslim
disusun perdistrik. “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut
berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk
pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang
dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka®:. Umarlah orang yang
pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional

perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

% Lihat MM Billah, h. 7.
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5. Ijma
Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal ini (agilah).
Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang
dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
mereka bersepakat mengenai persoalan ini
Rahasia praktik agilah adalah mengangkat perselisihan dan percekcokan
antarsuku Arab. Dengan adanya aqgilah berarti telah membangun suatu nilai
kehidupan yang positif (al-hasan) di antara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan
dan nilai yang positif dalam praktik agilah mendorong para ulama untuk
bermufakat (ijma’) bahwa perbuatan semacam agilah tidak bertentangan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam.
6. Syar’u man Qablana
Syar’u man gablana dalam pandangan Wahhab Khalaf adalah salah satu
dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman (sumber) dalam melakukan penetapan
hukum (istimbath al-hukm) dengan mengacu pada cerita dalam al-Qur’an atau
Sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum syar’l umat terdahulu tanpa adanya
pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi®*.
Contoh dari metode syar’'u man qablana adalah kewajiban menjalankan
puasa. Ini ditegaskan dalam QS al-Bagarah [2]: 183. Dalam masalah ini, praktik
yang mempunyai nilai sama dengan asuransi, yang pernah dikerjakan oleh suku
kuno Arab pra-Islam adalah praktik agilah. Agilah adalah iuran darah yang

dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh. Sebenarnya si

34 Abdul Wahhab Khalaf, llmu Ushul Figh, h. 93.
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pembunuhlah yang harus membayar ganti rugi tersebut. Namun, kelompok
menanggung pembayarannya karena si pembunuh kebetulan adalah anggotanya.
Pada zaman jahiliah, harga yang dibayar oleh pelaku pembunuhan konon sebanyak
sepuluh ekor unta betina. Abdul Muthalib menyelamatkan putranya dengan korban
sepulu unta betina.®
Orang Arab Kuno memiliki kebiasaan asli di mana seluruh anggota suku
diwajibkan membayar ganti rugi®. Kata A. Rahim, “Prinsip hukuman bagi semua
kejahatan terhadap orang adalah pembalasan (dendam) yang dapat diubah menjadi
pembayaran uang darah atau ganti rugi untuk luka-luka. Jika luka-lukanya
mengakibatkan kematian, maka kerugian yang disebabkannya dianggap sebagai
kerugian bagi suku atau keluarga almarhum, dan adalah hak mereka untuk
menuntut penyelesaian yang memuaskan dari suku atau keluarga si pelanggar.®’
Dengan demikian, persoalan akan diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi yang
berjumlah sampai seratus ekor unta.
7. lIstihsan

Istihsan dalam pandangan ahli ushul adalah memandang sesuatu itu baik.*
Kebaikan dari kebiasaan agilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada
kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.

Muslehuddin melihat manfaat yang signifikansi dari praktik agilah, di

antaranya adalah:

35 Weir, Diya, dalam El, I, h. 980-981; Khatib, Miskyat al-Mashabih, h. 9-14; Nawawi, Minhaj at-
Thalibin, h. 413-20.

% Roberton Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, h. 64; Muslehuddin, h. 28.

37 A. Rahim, Muhammaden Jurisprudence, h. 6.

38 Abdul Wahhab Khalaf, llmu Ushul Figh, h. 79.
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1) Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan, dengan demikian,
kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi
kekejaman anggota suku lain.

2) Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung
jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh
kegiatan anggotanya dengan saksama.

3) Mengganti ganti rugi.

4) Menghindarkan dendam darah yang jika tidak dicegah mengakibatkan
kehancuran total suku-suku yang terlibat

5) Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota
dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling
membantu).*

5) Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dan hanya jika
dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Ibarat sebuah rumabh, jika dibangun
dengan pondasi yang rapuh maka cepat ataupun lambat rumah itu akan mengalami
kehancuran dan roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang didasari
dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan
terhadap badai.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda
dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi islam secara komprehensif

dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah mrupakan

39 Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, h. 31.
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turunan (minor) dari konsep ekonomika islami. Biasanya literatur ekonomika islami
sealu melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam
lingkup kajiannya, seperti lembaga perbankan dan asuransi.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas fondasi dan prinsip
dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada
sepuluh macam, yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah,
kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan udi, dan larangan gharar.

1. Tauhid (unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang
ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus
didasarkan pada nilai-nilai tauhidy. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta
bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.*°

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena
sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang
melekat pada dirinaya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat
dipisahkan dari penciptannya (sang Khalig). Sehingga dalam tingkatan tertentu
dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan
asma (ism: singular) dari Allah SWT.* Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam

QS. Al-Hadid [57]:4

40 Prinsip tauhid (unity) diadopsi dan menjadi pijakan utama oleh Masudul Alam Choudhury dalam
menjelaskan Principles of Islamic Economic. Lihat MA, Choudhury. Contributions to Islamic
Economic Theory, (New York: St. Martin’s Press 1986), h. 7-8.

41 Pemahaman ‘tauhid’ di atas adalah salah satu doktrin yang berlaku dalam Perguruan Tenaga
dalam Meta-Energi dan Dzikir (Tendal Mezik) yang Guru Besarnya adalah Dr. Ir. H. Murasa
Sarkaniputra.
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Artinya:

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian
Dia bersemayam di atas “Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi
dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang
naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Hadid [57]:4.%?

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya
menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai
ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam
keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah
kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk
dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap
awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan
perjalanan bermuamalah seterusnya.

2. Keadilan (justice)
Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan

justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.*® Keadilan dalam
(! ) pihak-pihak yang g

42.QS. Al-Hadid [57]: 4.
4 Prinsip keadilan (Justice) juga dijadikan prinsip dasar dalam ekonomi Islam oleh MA. Choudbury
dengan memakail istilah distributional equity. Lihat MA. Choudbury, h. 9.
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hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara
nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi herus memosisikan pada kondisi yang
mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah
tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan
sejulah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi
yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar
klaim (dana santunan) kepada nasabah.**

Di sisi lain, keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi
dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati
sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita
pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

3. Tolong-menolong (help each other)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus
didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota (nasabah). Seseorang
yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk
membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan
musibah atau kerugian.

Dalam hal ini, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-

Maidah [5]: 3

4 Sesuai dengan fungsi lembaga keuangan yang diutarakan oleh Kashmir. Lihat A. Kashmir,
Lembaga Keuangan non Bank, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000) h. 5.

51



85,530 W"”\jmm\j@y\uﬂf,ﬁ.\ : ‘ Al & i 2 ’n;;;}

~
/ w

i s

/7“

\/ 75

S 2 e i guill g 3l 823 228 L
T _ 50 _ _
o ol 125 g 5o 2ile ey 2y el edaad i

5 2%

®(°'3’?'))J’Q'C&TS§;? ’wjéwaﬁ\

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka
dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam
itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. QS. Al-Maidah [5]: 3.

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk
(DNA-Chromosom) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-
mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan
asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib

terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.*®

4 QS. al-Maidah [5]: 3.

46 |stilah DNA-Chromosom pertama kali dipakai oleh Murasa Sarkaniputra dalam menjelaskan
unsur pembentuk utama ekonomi Islam, yaitu; Prinsip profit and loss sharing (berbagi atas untung
dan rugi), komoditi yang halal dan thayib, serta instrumen zakat. Lihat Murasa Sarkaniputra, Peran
Zakat dan Kebutuhan Dasar dari As Syatibi dalam Menentukan Pembagian Pendapatan
Fungsional, Makalah Seminar di Bank Indonesia, 2001.
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4. Kerja Sama (cooperation)

Prinsip kerja sama (cooperation) merupakan prinsip universal yang selalu
ada dalam literatur ekonomi islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat
mandat dari Khalig-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka
bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat diisahkan satu sama lainnya, yaitu
sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa
adanya bantuan dari yang lain. Sebagai arsiais dari posisi dirinya sebagai makhluk
sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya
dengan mewujudkan kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan
kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwuud dalam bentuk akad yang
dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota
(nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai
dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah atau musyarakah.
Konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep dasar dalam kajian
ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan

ini.4’

47 Dalam beberapa hal, mudharabah adalah bagian dari musyarakah (syirkah), sebagai
pembedaannya adalah penempatan modal (dana) antara kedua pihak yang terikat kerja sama. Dalam
mudharabah, kewajiban untuk menempatkan modal hanya dilakukan oleh satu pihak yang disebut
dengan shahib al-maal (pemilik modal), sedangkan pihak lain menempati posisi sebagai mudharib
(pengusaha) yang mengivestasikan dana pemilik modal, sedang keuntunganya dibagi sesuai dengan
nisbah kesepakatan akad. Sedangkan syirkah (musyarakah) terbentuk dari penempatan modal
bersama antara kedua belah pihak, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal (dana)
yang disertakan. Lihat Muhammad Nejatullah Siddigi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam
Hukum Islam, (Pener, Fakhriyah Mumtihan), (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).
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Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang
menghauskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan
sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (mudharib) unuk dikelola. Dana
yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasika agar memperoleh
keuntungan (profit) yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah
asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua
belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka
pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus
mengacu pada ketentuan akad tersebut.*®

Sedang akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan
asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan
modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan.
Keuntungan (profit) yang disepakati oleh investasi dibagi sesuai dengan porsi
nisbah yang disepakati.

5. Amanah (trustworthy)

Prinsip amanah dalam organisais perusahaan dapat terwujud dalam nilai-
nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan
keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi
kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan

perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus

48 Pembagian profit (keuntungan) dilaksanakan setela diurangi oleh biaya operasional (cost). Secara
matematis perumusannya sebagai berikut: p= R-C; dimana p = profit (keuntungan); R = revenue
(pendapatan); dan C = cost (biaya operasional), Lihat MA Choudbury, h. 43-44.
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mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui
auditor public.*®

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang
yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar
berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian
(peril) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah aasuransi tidak memberikan
informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya,
berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara
hukum.

6. Kerelaan (al-ridha)
Prinsip kerelaan (al-ridha) dalam ekonomika islami berdasar pada firman

Allah SWT dalam QS an-Nisa’ [4]: 29

4 3 -
. “

O 5528 Oe&=5 )

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS an-Nisa’ [4]: 29.%°

Ayat ini menjelaskan tentang keharusn untuk bersikap rela dan ridha

dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak

49 Di antara ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan tanggung jawab dan amanah terdapat dalam: QS:
an-Nisa’ [4]: 58; QS. al-Bagarah [2]: 283; QS. al-Mu’minun [23]: 8; QS. al-Anfaal [8]: 27.
%0 QS. an-Nisa’ [4]: 29.

55



yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas
dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan pada setiap
anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan
sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan
sebagai dana sosial (fabarru’). Dana sosial (tabarru’) memang betul-betul
digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika
mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba
Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan

cara yang tidak dibenarkan:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS an-Nisa’ [4]: 29.%*

Ada beberapa bagian dalam al-Qur’an yang melarang pengayaan diri
dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang
riba.

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain,

secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis

1 QS. an-Nisa’ [4]: 29.
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riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada
beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang
merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam
transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam seara bathil atau bertentangan dengan
prinsip muamalat dalam Islam. Muslehuddin, dengan mengutip pendapat Schacht,
memberikan definisi riba dengan “keuntungan moneter tanpa nilai imbangan yang
telah ditentukan untuk salah satu pihak yang mengadakana kontrak dalam
pertukaran dua nilai moneter”.>

Terdapat beberapa jenis riba yang dikenal. Wahbah Zuhaili dalam
bukunya al-Figh Islami wa ‘Adilatuhu membagi menjadi empat, yaitu riba gardh,
riba jahiliah, riba fadhl, dan riba nasi’ah.®® Razi dalam kitabnya Tafsir Kabir
mengajukan beberapa alasan mengenai pengharaman riba.>*

a) Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai
imbangan apa pun. Padahal, menurut sabda Nabi SAW harta
seseorang adalah seharam darahnya bagi orang lain;

b) Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam
usaha yang aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari

riba, akan bergantung pada cara yang gampang ini dan membuang

pikiran untuk giat berusaha;

52 Schacht, An Introduction to Islamic Law, h. 145.
53 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighul Islami wa ‘Adilatuhu, Juz IV, h. 677-709.
% Fakhruddin Muhammad ar-Razi, Tafsir al-Kabir, (Bulag: 1872), h. 531.
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c) Kontrak riba adalah media yang digunakan oleh orang kaya untuk
mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan
bertentangan dengan keadilan dan persamaan;

d) Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang di antara
sesama manusia;

e) Keharaman riba dibuktikan dengan ayat al-Qur’an, dan kita tidak
perlu mengetahui alasan pengharamannya. Kita harus
membuangnya karena haram, meskipun kita tidak tahu alasannya.

8. Larangan maisir (judi)
Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan
aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir (judi): Firman Allah dalam QS al-

Maidah [5]: 90

i J2E 53 gty 2533 i 2usdly AT e sllgils
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. QS al-Maidah [5]: 90.%°

Zarga mengatakan bahwa adanya unsur gharar menimbulkan al-qumar.
Sedangkan al-qgumar sama dengan al-maisir, gambling, dan perjudian. Artinya, ada

salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Husain Hamid

Hasan berkomentar mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah akad

%5 QS. al-Maidah [5]: 90.
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gharar,*® kaena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada
waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa
ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika
menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia
mengetahui jumlah yang ia berikan.

Syafi’l Antonio mengatakan bahwa unsur maisir judi artinya adanya salah
satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini
tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan
kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang
bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali
sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh
pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9. Larangan gharar (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida’ (penipuan), yaitu suatu
tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-
Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang
artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang
tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. ®’ Oleh
karena itu dikatakan: al-dunya mata 'ul ghuruur artinya dunia itu adalah kesenangan

yang menipu.

% Husain Hamid Hasan, Hukmu al-Syari’ah al-1slamiyah fi Uqud al-Ta 'min. (Kairo: Darul I’tisham,
t.th), h. 117-128.

" Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa ‘Adillatuhu, Juz 1V, (Damaskus: Dar-al Fikr, t. th), h. 435-
437.
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M. anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli figh hampir dikatakan sepakat
mengenai definisi gharar, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan
tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud. Seperti
jual-beli burung yang masih terbang bebas di udara.®®

Rasulullah SAW bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan
oleh Bukhari sebagai berikut:

Artinya:

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli
bashah dan jual-beli gharar. (HR. Bukhari-Muslim)

Selanjutnya pada bagian manakah gharar (ketidakpastian) terjadi pada
asuransi konvensional yang kita kenal selama ini? Syafi’l Antonio menjelaskan
bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:>®

a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’l penerimaan
uang klaim itu sendiri.

Secara konvensional kata Syafi’l kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa
dapat dikategorikan sebagi agd tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran
pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad
pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus
diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang

akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan

% M. Anwar lbrahim, Tinjauan Figh Terhadap Asuransi, Makalah disampaikan dalam Lokakarya
Asuransi Syariah, tanggal 4-5 Juli 2001. Dikutip ulang oleh Muhammad Syakir Sula, Prinsip-prinsip
dan Sistem Operasional Taakaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional,Draft Skripsi
pada Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (A A M A1), h. 15.

% Muhammad Syafi’l Antonio, Asuransi dalam Perspektif Islam, (Jakarta: STI, 1994), h. 1-3.
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dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah tahu kapan seseorang akan
meninggal. Di sinilah gharar terjadi pada asuransi konvensional.
6) Akad yang Membentuk Asuransi Syariah
Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari
akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi
melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan
kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Berkenaan

dengan ini Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah [5]: 1

sk rade (BU ) siling 23 el 1

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
QS al-Maidah [5]: 1.%°

Akad secara bahasa berarti “ar-ribthu” atau ikatan, yaitu ikatan yang
menggabungkan antara dua pihak.®* Sedang menurut pandangan ulama figh, akad
adalah:

“lkatan antara ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) dalam bentuk
(vang sesuai dengan) syariah, yang membawa pengaruh pada tempatnya”

Sedang pengertian akad menurut as-Syanhuri, pengarang Kkitab

Nadzariyyah al-Aqd, adalah:

60 QS. al-Maidah [5]: 1.
61 Mustafa Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-Figh al- ‘4m, Juz |, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 291.
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“Kesepakatan antara dua kehendak untuk membangun kewajiban atau

memindahkan kewajiban atau dengan mengakhiri kewajiban ”.%

Dalam hal ini as-Syanhuri memberikan tinjauan terhadap pengertian akad
di atas dari sudut ganun (perundang-undangan). Bahwaakad itu adalah kesepakatan
antarra dua orang untuk; (a) membangun kewajiban, seperti akad jual-beli (b)
memindahkan kewajiban, seperti akad hiwalah, dan (c) mengakhiri kewajiban,
seperti akad ibra’ dan akad al-wafa .

Zarga memberikan kepastian bahwa prinsip dasar yang membentuk akad
itu ada empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad, yaitu: (a) dua
orang yang melakukan akad (al- ‘agidaani); (b) sesuatu (barang) yang diakadkan
(mahal al’aqd); (c) tujuan dari akad (maudhu’ al- ‘aqd); dan (d) rukun akad (arkan
al- ‘agd), yaitu ijab dan Kabul.%®

Lebih lanjut Zarga memberikan penjelasan tentang pembagian akad dari
berbagai aspek. Di antaranya adalah dari segi; (a) penamaan (tasmiyah), (b)
pemindahan hak (tabadul al-huquq), (c) pertanggungan (dhaman).

Akad ditinjau dari segi penamaan (tasmiyah) dibagi menjadi dua,®* yaitu;
(a) musamma, yaitu yang telah jelas penamaannya dalam al-Qur’an dan Sunnah
Nabi SAW dan telah mempunyai hukum tersendiri, (b) ghairu musamma, yaitu
akad yang belum ada penamaannya secara khusus, seperti akad bai al-wafa, aqd al-
ijaratain, at-tahkir, dan lain sebagainya.

Sedang akad ditinjau dari segi pemindahan hak (tabadul al-huqud) dibagi

menjadi tiga, yaitu: (a) Akad muawadhah, yaitu akad yang didasarkan atas

62 As-Syanhuri, Nadzariyyah al-Aqd, h. 77-80.
83 Mustafa Ahmad Az Zarqa, h. 312-313.
64 Mustafa, h. 538.
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kewajiban saling mengganti antara kedua belah pihak yang terlibat, contohnya akad
jual-beli, ijarah (b) Akad tabarru’at, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian
dan pertolongan dari salah satu pihak yang melakukan akad, seperti akad hibah,
I'arah (c) akad yang bermula fabarru’ dan berakhir dengan mu aradhah, seperti
akad giradh dan akad hibah dengan syarat al-7 7dh.%®

Adapun akad jikalau ditinjau dari segi pertanggungan (dhaman) menurut
Zarga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (a) Akad dhaman yaitu suatu akad yang
memberikan tanggung jawab kepada penanggung (al-gabidh) untuk menjaga
barang agar tidak rusak, dan jika rusak menjadi tanggung jawab al-gabidh, seperti
akad jual-beli, akad al-gismah, akad giradh, akad al-mukharajah. (b) Akad
amanah, yaitu akad yang memberikan tanggung jawab suatu barang (yang
dipertanggungkan) pada penanggung untuk dijaga, dan penanggung (al-gabidh)
tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut kecuali jika ada unsur
kesengajaan, seperti akad al-ida’, akad al-I’arah, akad as-syirkah, akad al-
wakalah, dan akad al-washaya. (c) akad muzdajah al-atsar yaitu akad yang
sebagian terbentuk dari unsur dhaman dan sebagian yang lain dari unsur amanabh,
seperti akad al-ijarah, akad al-rahn.%®

Adapun mengenai praktik asuransi merupakan akad yang ghairu
musamma (akad yang belum ada penamaannya) dan termasuk akad yang baru
dalam literatur figh. Dalam beberapa hal ada terjadi proses analogi hukum (gias)

terhadap praktik operasional asuransi dengan beberapa akad yang telah dikenal

5 Mustafa, h. 578-579.
6 Mustafa, h. 578-581.
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(musamma). Salah satunya adalah akad muwalat, yaitu akad antara dua orang yang
tidak terikat hubungan nasab (keturunan), yang salah satunya meng-cover musibah
pertanggungan diyat terhadap peristiwa pembunuhan.®’ Muslehuddin memberi
pandangan lain tentang akad muwalat, bahwa akad muwalat dalam pandangan
ulama yang membolehkan asuransi, serupa dengan asuransi kewajiban (liability
insurance).®® Dijelaskan lebih lanjut, bahwa seseorang boleh mengasuransikan
dirinya tidak hanya terhadap risiko datangnya kematian dan kecelakaan pribadi,
atau kerusakan pada hartanya, tapi juga terhadap risiko terjadinya kewajiban
terhadap pihak ketiga.

Muwalat adalah kontrak yang terjadi ketika seorang asing yang
keturunannya tidak diketahui berkata kepada orang lain, “engkau adalah penjagaku
dan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi jika saya melakukan suatu
tindakan yang salah. Sebagai balasannya, engkau berhak mewarisi harta saya jika
saya mati.%° Akad muwalat ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam menentukan
akad apa yang seharusnya dijadikan dasar dalam praktik asuransi.

Di sisi lain, asuransi juga dapat didasarkan pada akad tabarru’, yaitu akad
yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang
lain.”® Akad tabarru’ merupakan bagian dari tabaddul hag (pemindahan hak).
Walaupun pada dasarnya akad zabarru’ hanya searah dan tidak disertai dengan

imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai

67 Mustafa, h. 559.

8 Muslehuddin, Insurance, h. 149.

8 |bn Abidin, Radd al-Mukhtar, Kitab al-wala’, Jilid V, h.78.
0 Mustafa Ahmad Zarga, al-madkhal.
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pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan
perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad tabarru’ berarti peserta asuransi telah melakukan
persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga
pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan
agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan
mengalami kerugian. Akad tabarru’ ini mempunyai tujuan utama yaitu
terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling
menanggung (taakaful) bersama. Zarga tidak menyebutkan akad taakaful_dalam
mengilustrasikan kondisi semacam ini, tetapi dengan memakai istilanh tabarru.”
Sebagai implikasinya, adalah peniadaan prinsip pertukaran (tabaddul) yang layak
terjadi pada akad a-ba I (jual-beli). Akad tabadduly adalah akad yang selama ini
dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memosisikan nasabah
asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedang
pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran
premi. Akibat dari akad ini (tabadduly) adalah keharusan pemindahan hak.’

Akad lain yang dapat diterapkan dala bisnis asuransi adalah akad
mudharabah, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit and loss
sharing (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total
rekening tabungan (saving) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang

risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

1 Zarga.

2 pemindahan hak ini berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui
pembayaran premi; yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke
perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.
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Dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad
yang membentuknya, yaitu; akad tabarru’ dan akad mudharabah. Akad tabarru’
terkumul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling
menanggung (taakaful) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian.
Sedang akad mudharabah terwujud taktala dana yang terkumpul dalam perusahaan
asuransi itu dinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksiakn menghasilkan
keuntungan (profit). Karena landasan dasar yang awal dari akad mudharabah ini
adalah prinsip profit and loss sharing, maka jika dalam investasinya mendapat
keuntungan, maka keuntungan tesebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (nisbah)
yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (loss atau
negative return) maka kerugian tesebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi
dan perusahaan.

7) Pendapat Ulama tentang Asuransi

Bisnis asuransi adalah sesuatu yang baru dalam literatur figh Islam dan
termasuk dalam kategori masalah kontemporer yang baru terangkat ke permukaan
pada paruh akhir abad 18, yaitu tepatnya setelah Ibnu Abidin (1784-1836 M),
seorang ahli hukum Islam (lawyer) yang menganut mazhab Hanafi, mengomentari
tentang praktik asuransi dalam sebuah kitabnya Rad al-Mukhtar.”

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik
hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversial terhadap masalah ini dapat
dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi,

dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai

3 MM. Billah, Principles, h. 3.
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hujjah (dasar hukum) masing-masing dan meberikan alasan-alasan hukum sebagai
penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di antara pendapat para ulama
dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apa pun
dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi. Di samping itu, ada yang
berpendapat membolehkan suransi yang bersifat sosial (ijima i) dan mengharamkan
asuransi yang bersifat komersial (tijary) serta ada pula yang meragukannya
(subhat).”

Pemilahan terhadap kedua kelompok di atas yang dilakkan Masjfuk Zuhdi
dapat menggambarkan secara tegas mana ulama yang mengharamkan asuransi dan
mana ulama yang membolehkan asuransi. Dalam bukunya Masail Figiyah, Masjfuk
menjelaskan di antara ulama yang mengharamkan asuransi adalah; Sayid Sabiq
(pengarang Figh al-Sunnah), Abdullah al-Qalgili (Mufti Yordan), Muhammad
Yusuf al-Qardhawi (pengarang al-Halal wa al-Haram fi al-Islam), Mahdi Hasan
(Mufti Deoband Saharanpur India), Mahmud Ali (Mufti al-‘Ulum Cawnpur
India) . Alasan utama pengharaman asuransi, masih menurut Masjfuk, yaitu
premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik
riba.”

Lain halnya dengan Warkum Sumitro yang memberikan jawaban terhadap

kelompok yang mengharamkan asuransi dengan enam alasan, sebagai berikut:”’

4 Nandi Rahman, Asuransi Taakaful Keluarga Menurut Ekonomi Islam, Draft Awal Buku Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, (Jakarta, 2002), h. 4.

> Masjfuk Zuhdi Masail Figiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 162; Muslehuddin, Insurance,
h. 155 dan 158.

6 Masjfuk, h. 164.

T Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 166.
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a) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam
Islam.

b) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.

c) Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.

d) Asuransi termauk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak
secara tunai.

e) Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya
seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.

f) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Mahdi hasan melarang praktik asuransi dikarenakan:’® (a) Asuransi tak
lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak
yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya. (b) asuransi juga adalah
perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya risiko. (c)
asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun
milik negara, toh merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba. (d)
dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuapan (Risywah), karena kompensasi di
dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai.

Sedangkan para ulama yang membolehkan praktik asuransi diwakili oleh
beberapa ulama, di antaranya adalah: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Kbhallaf
(pengarang Ilmu Ushul al-Figh), Mustafa Ahmad Zarga (Guru Besar Hukum Islam
pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar

Huum Islam pada Universitas Cairo Mesir), Syekh Ahmad asy-Syarbashi (Direktur

8 Muslehuddin, Insurance, h. 156.
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Asosiasi Pemuda Muslim), Syekh Muhammad al-Madani (Dekan di Universitas al-

Azhar), Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan Abdurrahman Isa (pengarang al-

Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha). Argumentasi yang mereka pakai dalam

membolehkan asuransi menurut Fathurrahman Djamil adalah:

a)
b)

d)

Tidak terdapat nash al-Qur’an atau Hadits yang melarang asuransi.
Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua
belah pihak.

Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.

Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi
yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan
pembangunan. Asuransi termasuk akad mudharabah antara
pemegang polis dengan perusahaan asuransi.

Asuransi termasuk syirkah at-ta awuniyah, usaha bersama yang

didasarkan pada prinsip tolong-menolong.”

Abu zahrah berpendapat lain, bahwa “Asuransi yang bersifat sosial

diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang

dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial (tijary) tidak

diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam”. Masjfuk

berkomentar tentang pendapatnya Abu Zahrah, alasan ulama yang membolehkan

asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial adalah: “asuransi sosial pada

garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua; sedangkan alasan yang

7 Fathurrahman Djamil, metode ljtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), h.

137.
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mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan
pendapat pertama”.°
Sedangkan kelompok lain yang berpendapat bahwa praktik operasional
asuransi adalah sesuatu yang subhat (tidak jelas hukumnya) beralasan karena tidak
ditemukannya dalil-dalil syar’l yang secara jelas mengharamkan atau
menghalalkan asuransi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam
berhubungan dengan asuransi.®
Muslehuddin memberikan informasi yang cukup lengkap tentang
kontroversi antara kedua golongan ulama yang berbeda pendapat tersebut.
Argumentasi yang dipakai oleh golong ulama yang mengharamkan, di-counter
balik oleh ulama yang membolehkan asuransi. Keberatan ulama terhadao kontrak
asuransi modern, argumentasinya hampir sama dengan pendapat yang dilansir oleh
Masjfuk, yaitu adalah:
a) Asuransi merupakan kontrak perjudian.
b) Asuransi hanyalah pertaruhan.
c) Asuransi bersifat tidak pasti.
d) Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan
untuk mengganti kehendak Tuhan.
e) Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta

asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarnya

sampai ia meninggal.

80 Masjfuk Zuhdi, Masail Figiyah, h. 165.
81 Warkum Sumitro, Asas-asas perbankan.
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f)

9)

Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh
peserta asuransi dalam surat-surat berharga (sekuritas) berbunga.

Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba.®2

Jadi, ulama yang mengharamkan asuransi bersikap keras dan tegas

menyatakan perang terhadap asuransi, dan berpendapat bahwa kontrak asuransi

secara diametris bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh

hukum Islam. Asuransi berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti.

Melihat gencarnya serangan yang dilakukan oleh kelompok ulama yang

mengharamkan asuransi, maka kelompok ulama yang membolehkan asuransi tidak

tinggal diam, sebaliknya mengajukan bantahan argumentasi yang secara terperinci:

a)

b)

Asuransi bukan perjudian dan juga bukan pertahuran, karena
didasarkan pada prinsip mutualisme (kebersamaan) dan Kkerja
sama. Perjudian adalah suatu permainan keberuntungan dan
karenanya merusak masyarakt. Asuransi adalah suatu anugerah
bagi umat manusia, karena ia melindungi mereka dari bahaya yang
mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan
bagi perdagangan dan industri.

Ketidakpastian dalam transaksi dilarang dalam Islam karena
menyebabkan perselisihan. Jelas dari ucapan Nabi SAW bahwa
kontrak penjualan dilarang bila penjual tidak sanggup
menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli karena

sifatnya yang tidak tentu. Menurut keterangan ini, asuransi jauh

82 Muslehuddin, Insurance.
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d)

dari ketidakpasian, khususnya ketika disertai dengan satu
kompensasi (ganti rugi) yang pasti. Sebenarnya, kompensasi nyata
dalam asuransi adalah keamanan yang dirasakan oleh peserta
asuransi sebagai pengganti untuk setiap cicilan.

Asuransi jiwa bukan alat untuk menolak kekuasaan Allah SWT
atau menggantikan kehendak-Nya, karena asuransi ini tidak
menjamin suatu peristiwa yang tidak teradi, tapi sebaliknya
mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat
dari suatu peristiwa atau risiko yang sudah ditentukan. Sudah pasti,
kematian adalah suatu malapetaka menurut al-Qur’an dan oleh
karena itu bisa diambil langkah-langkah untuk memperkecil
keseriuasan akibatnya dengan cara saling menolong dan
membantu.

Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa
peserta asuransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan
yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan.
Cicilan yang tidak tentu dalam asuransi jiwa tidaklah memengaruhi
keabsahan kontrak, juga tidak merugikan pihak mana pun, karena
jumlah dari tiap cicilan menjadi diketahui ketika dibayar dan begitu
pula jumlah total dari semua cicilan pada saat semuannya dibayar.
Keberatan mengenai riba, dalam asuransi jiwa, tak berguna, karena
asuransi ini membolehkan peserta asuransi untuk tidak meneria

lebih dari yang telah dibayarnya.
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Ibnu Abidin sebagai ulama pertama yang memberi komentar tentang
kontrak asuransi modern menjelaskan dalam kitabnya Radd al-Mukhtar dalam Bab
“Musta’min” dengan asih terikat pada wacana dikotomi antara dar al-harb (negeri
musuh) dan dar al-Islam (negeri muslim). Adapun penjelasan Ibnu Abidin dapat
diringkaskan sebagai berikut:

“Para pedagang asing masuk ke dar al-islam atau wilayah musli di bawah
aman, yakni erjanjian damai dan mengadakan transaksi bisnis asuransi mereka.
Meskipun mereka dilindungi, seorang muslim tidak bisa bertransaksi dengan
mereka sesuai keinginannya, tidak pula dapat mengadakan kontrak dengan mereka
yang tidak bisa ia lakukan secara sah dengan sesama muslim, juga tidak bisa
meminta apa saja dari mereka yang tidak dibenarkan dalam Islam...”

“para pedagang muslim, ketika mereka mencarter sebuah kapal orang
harbi, yakni warga negara nonmuslim, mereka membayar kepadanya biayanya dan
juga membayar sejumlah tertentu untuk harbi lainnya (penjamin) dengan syarat
bahwa ia, sebagai balasan, akan memberi mereka kompensasi (ganti rugi) atas
kerusakan yang timbul pada barang yang dimuat dalam kapal. Agen penjamin itu
bertempat tinggal di wilayah mereka (negeri muslim) sebagai orang yang
dilindungi. Transaksi semacam ini tidak boleh dalam Islam dengan alasan bahwa
itu terjadi di negara muslim di mana hukum Islam yang berlaku melarangnya”

“seorang wakil yang dibayar yang bertanggung jawab atas kerugian suatu
barang yang disimpan padanya tidak berlaku bagi si penjamin, karena barang yang
diasuransikan itu tidak dalam penguasaannya tapi dalam penguasaan pemilik kapal.
Seandainya pun si penjamin adalah pemilik kapal atau wakil yang dibayar, ia tidak
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kematian, tenggelam,
dan semacamnya. Si penjamin, menurutnya, tidak bertanggung jawab untuk
memperbaiki kerugian, kecuali dihukum karena melakukan penipuan. Sebagai
ilustrasi ia memberi contoh orang yang berkata kepada orang lain, “Lewatlah jalan
ini, Anda akan aman.” Dalam kasus ini, si penjamin tidak bisa dianggap
bertanggung jawab jika harta si orang yang percaya ternyata hilang. Tetapi,
kejadiannya akan berbeda seandainya si penjamin tahu bahwa jalan tersebut penuh
dengan bahaya, karena dalam kasus ini ia dianggap melakukan penipuan.”

Jika suatu kontrak asuransi diadakan antara seorang nonmuslim yang
menjadi mitra dagang seorang penduduk negara muslim dengan sebuah perusahaan
asuransi yang mengadakan bisnis di sebuah negara nonmuslim, kemudian jika
sejumlah uang yang diperoleh dari polis dikirimkan kepada mitra muslim, maka
boleh bagi si muslim untuk mengambil uang tersebut. Di sini, kontrak yang telah di
tiadakan berlangsung dalam sebuah negara nonmuslim dan orang yang membayar
polis membayarnya dengan sukarela dan tanpa penipuan, sehingga tidak akan ada
keberatan atas penyerahannya kepada orang muslim. Kebalikannya akan terjadi
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kontrak diadakan di negara muslim meskipun uang hasil polisnya dibayar di dar al-
harb.8

Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi’l, Mufti Mesir, ketika diminta oleh
rezim Ottoman untuk memberikan pendapat tentang persoalan asuransi menyatakan
bahwa:

“Jika pengusaha asuransi membayar kompensasi di dar al-harb dan tidak
di dar al-islam maka boleh bagi seorang muslim untuk mengambilnya, karena
pengambilan harta seorang harbi di dar al-harb dengan persetujuannya dan tanpa
ada penipuan tidak dilarang; tapi jika lain dari ini maka tidak sah.”8*

Lain halnya dengan Syekh Muhammad al-Madni, Syekh Abu Zahrah,
Syekh Ahmad as-Syarbasyi, dan Muhammad Yusuf Musa sama-sama
membolehkan asuransi jika dalam praktiknya terhindar dari unsur riba.% Yusuf
Musa lebih lanjut berkomentar bahwa asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh
kerja sama dan berguna bagi masyarakat. Asuransi jiwa bermanfaat bagi peserta
asuransi dan juga bagi perusahaan asuransi. Karenanya tidak ada ruginya menurut
hukum Islam jika ia bebas dari bunga, yakni peserta asuransi hanya mengambil
yang sudah dibayarkannya tanpa tambahan apa pun jika ia hidup lebih lama dari
masa asuransi, dan jika ia mati maka ahli warisnya mendapat kompensasi. Ini sah

menurut hukum Islam.8¢

8 |bnu Abidin, Radd al-Mukhtar, Bab al-Musta’min, Juz IV, Mustafa al-Babl: 1966) h. 166-169.
84 Muslehuddin, Insurance, h. 152.

8 Muslehuddin, h. 153-154.

8 Muslehuddin.
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Sebagai alternatif untuk mencai jalan keluar (way out) mereka

memberikan solusi dalam bentuk pemikiran yang mengacu pada (hujjah) pemikiran

dari kedua belah pihak, yakni:

a)

b)

d)

Asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan (seperti
pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa), jika ia terbebas dari unsur
riba, maisir dan gharar, seperti yang menjadi dasar pemikiran
kelompok ulama yang mengharamkan asuransi selama masih ada
unsur ribanya.

Jumlah yang dibayarkan untuk polis asuransi diinvestasikan,
berdasarkan prinsip mudharabah (di mana pemberi pinjaman ikut
menanggung keuntungan maupun kerugian), untuk usaha-usaha
komersial. Sebagai pengganti bunga yang ditentukan sebelumnya,
keuntungan dibagikan sebagaimana umumnya dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan komersial.

Untuk menjalankan bisnis asuransi dalam bentuk koperasi, para
pemegang polis diikat, dengan persetujuan mereka, untuk
menyumbangkan sebagian keuntungan mereka-sepertiga atau
seperempat-untuk dana cadangan dalam bentuk wakaf yang akan
digunakan, di bawah peraturan-peraturan khusus, untuk membantu
orang-orang yang menjadi korban kecelakaan.

Jika terjadi kecelakaan, bantuan diberikan hanya kepada mereka
yang terikat oleh kontrak ini dan para pemegang saham

perusahaan.
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e) Jumlah asli ditambah dengan keuntungan diberikan kepada setiap
pemegang saham yang akan dianggap sebagai hartanya, sedangkan
dana cadangan akan tetap sebagai wakaf (tabarru’)

f) Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah Independen yang
fungsinya betul-betul mengontrol operasional sebuah perusahaan
asuransi, apakah akad dan produk-produk yang dikeluarkan
perusahaan asuransi itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah
Islam.®’

B. Tinjauan Umum Tentang Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)
1) Pengertian Lajnah Bahtsul Masail

Bahtsul Masail merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu
bahtsul yang berarti: pembahasan dan masa il bentuk jamak dari masalah yang
berarti: masalah-masalah. Dengan demikian bahtsul masa’il secara bahasa
mempunyai arti: pembahasan masalah-masalah.

Bahtsul masail sering kita lihat dalam tradisi keilmuan (diskusi yang
membahas berbagai persoalan), merupakan aktifitas akademik pesantren yang telah
mengakar dari generasi ke generasi, ini bukan diskusi biasa, melainkan forum
ilmiah yang dalam melakukan kajian dan mujadalah diatur sesuai dengan standar
akademik yang ketat. Baik dalam acara rujukan, metode berfikir dan cara

pemaknaan.8®

87 Muslehuddin, Insurance, h. 161-162.
8 Ridwan Qoyyum Said, Rahasia Sukses Fugoha, (Jombang: Darul Hikmah, 2003), h. 14.
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Bathsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam
organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual
yang mucul dalam kehidupan masyarakat. Dari segi historis maupun
operasionalitas, bahtsul masail merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis
dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (masail) yang digarap
selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Sedangkan
demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai, santri
baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapa pun yang paling kuat itulah yang
diambil. Dikatakan "berwawasan luas” sebab dalam bahtsul masail tidak ada
dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk
menunjukkan fenomena "sepakat dalam khilaf" ini adalah mengenai status hukum
dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah ini tidak pernah ada kesepakatan
ada yang mengatakan halal, haram dan subhat. Ini terjadi sampai muktamar NU
tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya
masih tiga pendapat: halal, haram dan subhat. Ini sebetulnya langkah antisipatif NU
sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan
modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa
menghindar dari persoalan yang berkaitan dengan bunga bank.%°

Melalui forum Bathsul Masail, para ulama NU selalu aktif
menggandengkan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan

berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuhan hukum Islam akibat dari

8 Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Figih NU: Transformasi Paradigma Bathsul Masa'il, (Jakarta:
Lakpesdam, 2002), h. 12.
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perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus dan tanpa mengenal batas,
sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan hadis,
atau ada landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Menghadapi sebuah kenyataan seperti ini disertai dengan perubahan
masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaan baik dalam aspek
akidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya,
atau sudah diketahui, namun masyarakat umum belum mengetahui, maka para
ulama’ NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya
melalui bahtsul Masail dalam muktamar, musyawarah nasional dan konferensi
besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan
berbagai masalah keagamaan, baik Masail diniyah wagi'iyyah maupun
maudhu'iyyah.

Beberapa kajian terhadap kegiatan Bathsul Masail di lingkungan NU yang
selama ini ada, masih terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya adalah kelemahan
teknis (kaifiyat al-bahst) dalam penyelenggaraannya yang masih berpola gauli dan
kelemahan penyebarannya yang belum merata serta kurang bisa dipahami oleh
warga NU dan umat Islam secara lebih luas. Padahal ittifaq hukum di kalangan NU
melalui Bathsul Masail ini dipercaya menjadi tradisi dan pembimbing kehidupan

mereka.%

% Imam Ghazali Said, "Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab' dalam Ahkamul
Fugaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU
(1926-1999 M.), Penerj. Djamaludin Miri, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004),
h. 19.
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Bagi NU, bahtsul Masail tidak saja dimanfaatkan sebagai forum yang sarat
dengan muatan Kitab-kitab klasik, tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU
yang menjadi kawah candra dimuka yang berkaitan langsung dengan kebutuhan
hukum agama bagi kaum nahdliyyin. Karena dengan bathsul Masail, fatwa-fatwa
hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke daerah-daerah di pelosok tanah air.
Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan bathsul Masail ini dianggap
sebagai rujukan dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari.

Bathsul Masail atau lembaga Bahtsul Masail Diniyah (lembaga masalah-
masalah keagamaan) dilingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan
fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Hal ini menuntut bathsul
Masail untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir
berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan
sekitarnya.

Sebagai sebuah lembaga fatwa, bathsul Masail menyadari bahwa tidak
seluruh peraturan-peraturan syari‘at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash
Al-qur'an (Al-Nushush Al-Syar'iyyah), melainkan banyak aturan-aturan syari'at
yang membutuhkan daya nalar kritis melalui istimbath hukum. Tidak sedikit ayat-
ayat yang memberikan peluang untuk melakukan istimbath hukum baik dilihat dari
kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.

Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan
mengingat tugas berat yang harus diselesaikan. Dengan latar belakang ilmu-ilmu
sosial keberagamaan yang diperoleh dipesantren, ulama NU membahas persoalan-

persoalan kontemporer dari persoalan ibadah maghdhah hingga persoalan politik,
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ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang bertalian dengan kehidupan
keseharian. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa
tanggung jawab sosial keberagamaan.

Praktek bahtsul masail telah berlangsung sejak NU didirikan yakni,13
Rabi' Al Tsani 1345 H/21 oktober 1926 M. Waktu itu dilakukan bathsul Masail NU
yang pertama kali. Untuk itu untuk melihat setting historis bathsul Masail harus
mengetahui proses sejarah NU didirikan.®*

2) Sumber Hukum

Bahtsul masail dalam dunia pesantren, selain memang ingin mengetahui
jawaban dari problematika yang terjadi, juga sebagai wahana bagi santri untuk
memahami secara akurat teks kitab-kitab para mustahiq, sekaligus
mengkontekstualisasikan dengan fakta lapangan.

Pada dasarnya tidak ada pembatasan secara kuantitas mengenai kitab-kitab
yang dipakai acuan. Kitab apa saja boleh dipakai, asalkan tidak keluar dari paham
Ahlussunah wa al-Jama’ah ala Thorigot nahdlotul Ulama’. Dalam bidang fikih,
Nahdlotul Ulama’ memakai pegangan madzhab empat:

1. Mazdhab Hanafi.
2. Mazdhab Maliki.
3. Mazdhab Syafi’i.
4. Mazdhab Hambali.
Untuk pendapat-pendapat diluar madzhab empat, meskipun merupakan

madzhab mu’tabar seperti Adz-Dzahiri, Syafyan Tsauri, Ibnu Uyainah, dan lain

9 Imdadun Rahmat, Kritik Nalar, h. 3-5.
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sebagainya biasanya hanya dijadikan sekedar wacana saja dan tidak sampai
dijadikan acuan untuk bahan keputusan.

Kemudian dalam bidang aqidah/tauhid Nahdlatul Ulama’ mengikuti
faham Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy’ari. Sedangkan dalam
bidang tasawuf Nahdlatul Ulama mengikuti aliran tasawuf Abu Qosim Junaidi Al-
Bagdadi dan Al-Ghazali. Aliran tasawuf ini dengan segala bentuknya sangat terikat
oleh penerapan syari’at secara ketat.%

1. Al-Qur’an

Menurut pengertian ahli ushul, yang dimaksud dengan dalil adalah sesuatu
yang dijadikan dalil atau landasan berdasarkan perundang-undangan yang benar
atas hukum syara’ tentang tindakan manusia, baik secara gath’i maupun dhanni.
Menurut definisi ulama yang paling populer definisi dalil adalah sesuatu yang
diambil dari padanya hukum syara’ mengenai tindakan manusia secara mutlak baik
secara gath’i maupun dhanni. Dengan demikian, mereka membagi dalil menjadi
dua kelompok besar, yakni dalalah yang gath i dan yang dhanni.®®

Hampir semua ayat dalam al-Qur’an tidak lepas dari istimbath hukum,
kecuali yang betul-betul mutasyabihat, yang hanya diketahui rahasianya oleh Allah
SWT. Ayat Al-Qur’an yanga berisi kisah atau cerita pun sebenarnya juga
merupakan petunjuk yang mengandung masalah hukum, yakni mendorong untuk
berbuat atau tidak berbuat, mendorong untuk melakukan perintah atau menjauhi

larangan. Suatu kisah yang di dalamnya mengandung makna celaan bisa difahami

92 M. Ridwan Qoyyum Said, Rahasia Sukses Fugoha, (Jombang: Darul Hikmah, 2003), h. 64.
93 Zain Amiruddin, Ushul Figh, (Surabaya: elLKAF, 2006), h. 36.
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bahwa perbuatan yang dicela itu mengarah untuk tidak dilakukan, atau dengan
bahasa lugasnya mengandung larangan berbuat seperti perbuatan yang dicela itu.%

Al-Qur’an adalah sumber fikih yang pertama dan paling utama. Hal ini
dikarenakan agar tidak terjadi tumpang-tindih dengan pengantar ilmu tafsir, maka
dalam membahas Al-Qur’an ini tidak disajikan hal-hal semacam ayat Makiyah dan
Madaniyah serta ciri-cirinya, kemu’jizatan Al-Qur’an, ayat pertama dan terakhir,
pengumpulan Al-Qur’an dan lain sebagainya. Hal-hal yang disajikan di sini adalah
sejauh yang menyangkut hukum dalam Al-Qur’an.

Yang dimaksud dengan Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa arab, yang sampai
kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah,
dimulai dengan surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.*®

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an ada tiga macam yaitu:

1) Hukum-hukum I ’tigadiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan
keimanan kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab-Kitab Allah,
kepada para Rasul, dan kepada hari akhir.

2) Hukum-hukum Khulugiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan
dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak

yang buruk.

% Zain Amiruddin, Ushul Figh, h. 66-67.
% A, Jazuli, llmu Figh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h.
63.
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3) Hukum-hukum ‘Amaliah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan
perbuatan manusia. Hukum-hukum amaliah ini ada dua macam yaitu
mengenai ibadah dan muamalah dalam arti luas.%

Bagian yang ketiga inilah yang menjadi bahan kajian Ilmu fikih.
Berdasarkan penelitian para ulama ahli hukum, ayat Al-Qur’an yang berkaitan
dengan bidang ibadah dan bidang al-Ahwal Al-Syakhshiyah disebut lebih terperinci
dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
manusia memerlukan tuntunan yang lebih banyak dari Allah SWT dalam hal
beribadah dan pembinaan keluarga. Dari pengalaman sejarah, manusia sering
menyeleweng menjadi orang-orang yang menganggap makhluk menjadi Tuhannya
atau menyekutukan Tuhan. Hal ini adalah sesat dan perlu diruluskan. Sedangkan
keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat dan akan memberi warna kepada
masyarakat yanga akan dibentuk.

2. As-Sunnah atau Hadits
Al-Imam Abu Zahra’, mendefinisikan Al-Sunnah adalah Sunnah Nabi

baik sabda-sabda Nabi SAW, perbuatan beliau maupun taqrir beliau.®" Yang
dimaksud dengan Al-Sunnah di sini adalah berupa perbuatan, perkataan atau
diamnya Nabi SAW, yang bisa jadi dasar hukum. Oleh karena itu, ada Sunnah
fi’liyah, Sunnah qauliyah dan Sunnah taqgririyah. Sunnah yang terakhir ini bisa
terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata dan Nabi tahu akan hal tersebut, akan

tetapi beliau diam tidak memberikan komentar apa-apa.

% A, Jazuli, llmu Figh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, h. 63.
%7 Zain Amiruddin, Ushul Figh, h. 72.
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Al-Sunnah bisa dijadikan sumber hukum karena:
1) Allah menyuruh untuk taat kepada Rasulullah. Taat kepada
Rasulullah adalah juga berarti taat kepada Allah. QS. Al-Hasyr [59]:

7
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Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah.
Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. QS. Al-Hasyr [59]:7.%

Masih banyak nash-nash lain baik ayat Al-Qur’an ataupun Sunnah Nabi
yang semakna dengan apa yang telah dikemukakan ayat di atas.
2) Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Qur’an

seperti dijelaskan dalam Firman Allah: QS An-Nisa’ [4]:80.%°

ac,;
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Artinya:

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati
Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. QS An-Nisa’ [4]:80.1%°

% QS. al-Hasyr [59]: 7.
% A, Jazuli, llmu Figh, Penggalian, Perkembangan dan penerapan Hukum Islam, h. 70.
100 S. an-Nisa’ [4]: 80.
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Adapun sebabnya Al-Sunnah menjadikan sumber hukum yang kedua
adalah:

1. Seluruh Wurudl Al-Qur’an adalah gath’i, sedangkan Al-Sunnah banyak
yang wurudl-nya dhanni.

2. Al-Sunnah merupakan salah satu penjelasan terhadap Al-Qur’an, yang
dijelaskan sudah barang tentu menempati tempat yang pertama dan
penjelasannya menempati tempat yang kedua.

Ditinjau dari kehujahannya dan rujukan di dalam pembentukan hukum

Islam, maka hubungan Al-Sunnah dengan Al-Qur’an itu sebagai urutan yang

mengiringi atau sebagai urutan sesudah Al-Qur’an. Yakni rujukan para Mujtahid

dalam mengistinbatkan hukum pertama dengan memeriksa Al-Qur’an kemudian
kalau tidak ayat yang relevan maka dicarilah dalam Al-Sunnah itu.

Ditinjau dari segi hukum yang ada, maka tidak lebih dari tiga masalah ini.

1. Al-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang telah ada di

dalam Al-Qur’an. Dengan demikian hukum semacam ini memiliki

dua sumber dan terdapat pula dua dalil. Misalnya Al-Qur’an

mengajarkan bahwa shalat itu merupakan kewajiban bagi orang

mukmin yang telah ditentukan waktunya. Kemudian hadis juga

menyatakan bahwa salah satu amalan yang terpuji adalah shalat pada

waktunya. Misalnya puasa Ramadhan itu dimulai dari terbitnya fajar

shidiq, baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah juga menerangkan yang

demikian.
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2. Al-Sunnah sebagai penjelas atau penafsir dari ketentuan hukum
yang ada dalam Al-Qur’an, dalam hal ini Al-Sunnah menjelaskan
tentang Mujmalnya Al-Qur’an, ‘Amnya Al-Qur’an, Mutlagnya Al-
Qur’an. Misalnya tentang Mujmalnya Al-Qur’an adalah perihal
perintah mengerjakan shalat, Al-Sunnah lah yang merinci
bagaimana tata cara pelaksanaan shalat itu. Contoh alain tentang
‘Amnya Al-Qur’an, yakni perihal ketentuan asnaf penerima zakat
adalah delapan asnaf, lalu Al-Sunnah mengkhususkan tentang zakat
fitrah khusus bagi orang miskin saja. (Lebih lanjut simak dalam
pembahasan dalil ‘am dan mujmal mubayan).

3. Al-Sunnah membentuk dan menetapkan hukum tersendiri yang
tidak terdapat dalam Al-Qur’an, misalnya perihal tata cara makan,
pesta dan lain sebagainya.'%

3. Metodologi Istinbath Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)
Beberapa konsep kunci dalam metodologi istinbath Lajnah Bahtsul Masail
di antaranya adalah sikap bermadzhab, konsep kutub mu ’tabarah, dan prosedur
istinbath.
1. Sikap Bermadzhab
Sedari awal Lajnah sudah mengikrarkan untuk bermadzhab kepada satu
dari keempat madzhab yang empat (al-madzahib al-arba 'ah). Hal ini berlandaskan
pada cara pandang yang memahami bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan

tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, mata rantai

101 Muhammad Ma’sum Zain, llmu Ushul Figh, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 56-58.
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keilmuan (sanad) harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah SAW. Tujuan ini
tidak akan tercapai dengan benar manakala meninggalkan sikap bermadzhab.
Adapun sikap bermadzhab ini mengacu pada satu atau lebih dari keempat imam
madzhab yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi’l, Hanbali.'%?

Kenyataan menunjukkan, secara genecalogis, KH. Hasyim Asy’ari
memang mewarisi paradigma berfikir keagamaan yang berasal dari ulama
Haramain pada abad pertengahan yang cenderung, sedikit atau banyak, masih
dipengaruhi oleh sikap taglid dan fanatik terhadap madzhab (intisharu al-
madzahib). Sikap inilah yang diwarisi oleh Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh
Ahmad Khatib al-Minangkabawi,'% dan lain-lainnya untuk kemudian diturunkan
kepada KH. Hasyim Asy’ari dan akhirnya diturunkan lagi hingga sekarang
sebagaimana terlihat di NU.

2. Konsep Kutub Mu tabarah

Adanya sikap bermadzhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada

adanya konsep kutub mu’tabarah, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada

madzhab yang empat. Berikut ditampilkan deskripsi singkat tentang frekuensi

penggunaan Kitab-kitab tersebut oleh mayoritas masyarakat NU:%4

No Madzhab Frekuensi Penggunaan | Presentase (%)
1 Hanafi 6 kali 0.7
2 Maliki 14 kali 1.8
3 Syafi’i 755 kali 915
4 Hambali 2 kali 0.2

102 Zamakhsyari Dhofier dalam Ahmad Zahro, h. 116.

103 Buya Hamka, Pidato Hamka Saat Pengkuhuan Guru Besar Honoris Causa dari al - Azhar
University Cairo pada 21 Januari 1958.
104 Ahmad Zahro, h. 161.

87



5 Umum 48 Kali 5.8
Jumlah 825 kali 100

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Lajnah tidak hanya menerima kitab-kitab
yang berhaluan al-madzahib al-arba’ saja, namun juga menerima Kitab-kitab
selainnya. Hal ini terlihat pada madzhab umum yang dimaksudkan sebagai rujukan-
rujukan yang diketahui tidak berhaluan kepada al-madzhahib al-arba’ah. Sebagai
contoh adalah Subulu al-Salam yang berhaluan pada Syi’ah Zaidiyyah dan al-fighu
al-Islamy wa Adilltuhu karya Wahbah al-Zuhaili.

Pada akhirnya, definisi kutub mu tabarah di atas kurang memadai, karena
dalam kenyataannya ada beberapa imam yang tidak berafiliasi pada satu dari empat
madzhab tersebut ternyata kitabnya dijadikan rujukan dalam bahtsul masail. Selain
itu, ada juga imam yang mengikrarkan bermadzhab pada salah satu imam empat
tersebut, namun ternyata pendapat-pendapatnya tidak sejalan dengan imam
utamanya.

Hal ini pada akhirnya, ketika Muktamar NU di Bandang Lampung pada
1992, membawa konsekuensi direvisinya definisi kutub mu’tabarah menjadi semua
kitab yang berhaluan pada ahlu al-Sunnah wa al-jama’ah (aswaja). Meski
demikian, menurut Ahmad Zahro, batasan ini juga masih polemik karena istilah
aswaja itu sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama.

4. Metode Istinbath Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)
Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah,

yaitu:
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1) Qauly yang berarti pendapat. la berarti sebuah cara penetapan
hukum dengan cara merujuk pada kutub mu tabarah dari para imam
madzahib. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di
hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah, pasti
mencantumkan pendapat seorang imam madzhab. Ahmad Zahro
mencatat bahwa dari seluruh Keputusan Bahtsul Masail mulai dari
1926 hingga 1999, tercatat hanya 4 kali Lajnah mencantumkan dalil
dari al-Quran langsung.*%®

2) llhaqy yang berarti analogi. Berbeda dengan giyas yang salah satu
unsurnya al-ashl adalah dari al-Quran dan Sunnah, ilhaqy
didefinisikan proses analogis dengan al-ashl-nya adalah pendapat
para imam madzhab. Sebagai contoh adalah keputusan bahtsul
masail yang dikeluarkan pada Muktamar Il (Surabaya, 9-11 Oktober
1927) mengenai bolehnya hukum jual beli petasan. Hal ini
berdasarkan analogi terhadap jual beli yang dibolehkan dalam kitab
I'anah al-Talibin juz Il hal. 121- 122, al-Bajury hal. 652-654, al-
Jamal ala fathi al-Wahhab juz 111 hal. 24 atas dasar persamaan sebab,
yaitu untuk menggembirakan orang dan mendapatkan kebaikan. %

3) Manhajy yang berarti metodologis. la menetapkan hukum dengan
mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada

hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat

105 Ahmad Zahro, h. 158.
106 Ahmad Zahro, h. 123-124.
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penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaan
Halagah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M (Pusat
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat),*%” akhirnya keputusan
penggunaan manhaj yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas
Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992.1%8
Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam
bermadzhab; tawassuth-i tidal/ (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (adil dan
berimbang), amar ma ruf nahi munkar (peka sosial).
C. Tinjauan Umum Tentang Majlis Tarjih wa Tajdid (MTT)
1. Pengertian Majlis Tarjih
Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang keagamaan pada umumnya dan
pemikirannya dalam bidang fikih khususnya telah ditulis dalam Himpunan Putusan
Majelis Tarjih. Buku ini memuat putusan-putusan yang telah diambil oleh Majelis
Tarjih dalam berbagai bidang, terutama bidang fikih. Kemudian berbagai macam
putusan Majelis Tarjih juga dapati dijumpai dalam buku-buku lain yang diterbitkan
oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.'%°
Menurut bahasa, kata tarjih berasal dari rajjaha. Rajjaha berarti member
pertimbangan lebih dahulu dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama

berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama

107 Ahmad Zahro, h. 128.

198 Ysaha-usaha ini hingga sekarang masih digalakkan dengan cukup intens oleh tokoh NU, KH.
Sahal Mahfudz, baik secara teori maupun praktik. Selengkapnya lihat Jamal Ma’mur Asmani, Figh
Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi, Cetakan I, (Surabaya: Khalista, 2007),
h. 13 - 14.

199 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995),
Cet. Ke-1, h. 9.
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Hanafiyah, Syafi“iyyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu
perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab Kasyufu ,,I-Asrar disebutkan bahwa
tarjih adalah:'*°

Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara
dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan
tarjih.

Dalam penjelasan kitab tersebut dikatakan bahwa mujtahid yang
mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya
keterangan; baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong mujtahid
untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain.

Barangkali akan lebih sempurna kalau kita tambahkan pengertian (fa “rif)
yang menyebutkan adanya pertentangan dua dalil itu dalam kualifikasi yang sama,
seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Ali Hasballah, dengan rumusan:

Menempatkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan
sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain dengan ungkapan atau
penggunaannya.*!

Sedangkan tarjih merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu usdl al-figh
yang secara harfiah diartikan dengan ,,pengukuhan®, yang membuat sesuatu yang
kukuh. Dalam istilah usdl al-figh kata ini diartikan dengan mengukuhkan salah satu
di antara dua dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan
menyatakan kelebihan dalil yang satu dari yang lainnya. Dengan demikian tarjih

hanya dilakukan pada dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, baik yang bersifat

gat"i maupun zanni. Sedangkan tugas Majelis Tarjih pada Muhammadiyah adalah

110 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi,
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-5, h. 3.
11 Asjmuni Abdurranman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi, h.4.
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membahas dan memutuskan masalahmasalah keagamaan yang diperselisihkan,
dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.!*?

Tarjih dalam organisasi Muhammadiyah adalah Bermusyawarah bersama
dari tokoh-tokoh ahli yang meneliti, membanding, menimbang dan memilih dari
segala masalah yang diperselisinkan karena perbedaan pendapat di kalangan umat
awam mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar dan lebih dekat
dari sumber utamanya ialah al-Quran dan Hadis.*®

Sedangkan tajdid, dari segi bahasa berarti pembaharuan, dan dari segi
istilah tajdid memiliki dua arti, yakni (1) pemurnian; (2) peningkatan,
pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Dalam arti “pemurnian”
tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan
bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah as-Shahihah.

Dalam arti “peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna
dengannya”, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan, dan perwujudan
ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Quran dan as- Sunnah as-
Shahihah.

Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian istilah tersebut,
diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih,

yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut Muhammadiyah, tajdid merupakan salah

satu watak dari ajaran Islam.

112 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995),
Cet. Ke-1, h. 65.

113 Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 91.
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Rumusan tajdid tersebut mengisyaratkan bahwa Muhammadiyah ijtihad
dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit
dalam sumber utama ajaran Islam, al-Quran dan Hadits; dan terhadap kasus yang
terdapat dalam kedua sumber itu. ljtihad dalam bentuknya yang kedua dilakukan
dengan cara menafsirkan kembali al-Quran dan Hadits sesuai dengan kondisi
masyarakat sekarang ini. Pada prinsipnya, Muhammadiyah mengakui peranan akal
dalam memahami al-Quran dan Hadits. Namun kata-kata “yang dijiwai ajaran Islam
memberi kesan bahwa akal cukup terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah
yang timbul sekarang ini, dan akal juga terbatas dalam memahami nash al-Quran
dan Hadits.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pemahaman akal berbeda
dengan kehendak zahir nash, maka kehendak nash harus didahulukan daripada
pemahaman akal. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip yang diyakini oleh
Muhammad Abduh. Menurut yang disebut terakhir ini, akal harus didahulukan dari
arti zahir nash, jika terdapat pertentangan di antara keduanya. Artinya, nash itu
harus dicari interpretasinya sehingga sesuai dengan pemahaman akal.*'*

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengakui kenisbian akal dalam
memahami nash al-Quran dan Hadis. Tetapi, kenisbian itu hanya terbatas pada
ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam nash. Sedangkan dalam masalah
keduniaan penggunaan akal sangat diperlukan guna mencapai kemaslahatan umat.

Artinya, masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama manusia, atau bisa

114 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995),
Cet. Ke-1, h. 58-59.
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disebut mu “amalah, dengan demikian penggunaan akal sangat penting dalam
menghadapi masalah mu “amalah, khususnya yang berhubungan dengan masalah
sosial, karena Muhammadiyah disebut organisasi sosial. Kerangka tarjih
Muhammadiyah bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa Islam diyakini sebagai
agama wahyu yang bersifat universal dan eternal. Islam dalam pengertian ini tidak
dapat diubah. Kemudian untuk menjadi kesemestaan dan keabadian ajaran Islam di
dunia yang senantiasa berubah, diperlukan penyesuaian dan penyegaran dengan
situasi baru. Sehingga pada hakikatnya tarjih dalam Muhammadiyah terkait dengan
masalah tafsir, hadis, dan usul al-figh.1*

Setidaknya ada tiga aspek pentarjihan. Hal ini jika dilihat dari uraian para
ahli ilmu Ushul Figh berkaitan dengan tarjih untuk dalil-dalil manql, yaitu:'

1) Yang kembali kepada sanad, dan ini dibagi menjadi dua:

a) Yang kembali kepada diri perawi yang dibagi menjadi dua pula;
yang kembali kepada diri perawi dan yang kembali pada penilaian
perawi

b) Yang kembali kepada periwayatan

2) Yang kembali kepada matan

3) Yang kembali kepada hal yang di luar tersebut.

115 Afifi Fauzi Abbas, anggota majlis tarjih PP. Muhammadiyah Periode 2005-2010 pada pengajian
tarjih “Kitab Masail Khamsah” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng Raya, hari Ahad,
12 Februari 2006. Dikutip dari Rifka Rahma Wardati, Tafsir Tematik al-Quran tentang Hubungan
Sosial antarumat beragama Karya Majlis Tarjih Muhammadiyah, Skripsi, (Jakarta: Fakultas
Ushuluddin, 2006), h. 17.

116 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-5, h. 5-8.

94



Untuk lebih jelaskanya, berikut ini adalah penjelasan dari ketiga aspek
pentarjihan tersebut di atas.
1) Yang kembali kepada diri perawi:

a) Jumlah perawi (maksudnya sanad) yang banyak jumlahnya
dimenangkan dari yang sedikit.

b) Kemasyhuran tsigah seorang perawi dimenangkan dari yang tidak.

c) Perawi yang lebih wara " dan takwa dimenangkan dari yang kurang.

d) Perawi yang telah mengamalkan yang diriwayatkan, lebih
diutamakan dari yang menyelisihinya.

e) Perawi yang menghayati langsung yang diriwayatkan, dimenangkan
dari yang jauh.

f) Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi, dimenangkan
dari yang jauh.

g) Perawi yang termasuk kibar-i I-Shahabah diutamakan dari yang
Shighar-i ,, [-Shahabah.

h) Perawi yang lebih dulu Islamnya dimenangkan dari yang kemudian.

i) Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan
dari yang hanya menerima dari tulisan.

j) Perawi yang menerima khabar sesudah baligh diutamakan dari yang
menerima sebelum baligh.*’

2) Yang kembali pada penilaian (tazkiyah) perawi:

17 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi, h. 7.
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a)

Jumlah yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang

sedikit.

b) Ungkapan yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari

c)

yang tidak tegas.
Pensucian perawi dengan menggunakan kata pensaksian

dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.

3) Yang kembali pada periwayatan:

a)

b)

c)

Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya diutamakan dari
yang dibaca di hadapan gurunya.
Yang disepakati marfi “-nya dimenangkan dari yang diperselisihkan.

Riwayat bi I-lafzzhi dimenangkan dari riwayat bi ,, [-ma “'na.

4) Yang kembali kepada matan, dititikberatkan pada lafaz dan makna:

a)
b)

c)

d)

f)
9)
h)

Yang bukan musytarak didahulukan dari yang musytarak.

Hagikah didahulukan atas majaz.

Kalau keduanya musytarak, yang lebih sedikit artinya didahulukan
dari yang banyak artinya.

Kalau keduanya majaz, pengertian yang manqul didahulukan atas
yang ma “qul.

Yang tidak memerlukan izhmar atau hadzf didahulukan atas yang
memerlukan.

Kalau keduanya hakiki, maka yang lebih masyhur yang dipakai.
Makna syar i didahulukan atas makna lughawi.

Yang ada muakkad-nya didahulukan dari yang tidak.
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i) Manthuq didahulukan atas yang mafhum.
J) Khash didahulukan atas ,, dm.
5) Yang kembali pada isi dalil:
a) Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan.
b) Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan.
¢) Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh.
d) Itsbat didahulukan atas nafi .
e) Yang mengandung ziyadah didahulukan atas yang tidak.
f) Yang mengandung taklifi dimenangkan atas yang wad! *'i.
g) Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan.!*®
6) Tarjih sebuah dalil, berdasarkan yang lain dari hal-hal tersebut di atas:
a) Yang mencocoki dengan dalil lain dimenangkan dari yang tidak.
b) Yang mengandung apa yang diamalkan oleh ahli Madinah
dimenangkan dari yang tidak.
c) Yang ta "wil-nya sesuai dimenangkan dari yang tidak sesuai.
d) Hukum yang ber-illah dimenangkan dari yang tidak.'*°
2. Kedudukan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah
Dilihat dari sejarah berdirinya, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak
terlepas dari keadaan masyarakat Jawa yang sinkretis, serta banyaknya praktek

praktek bersifat ,,abangan®, menyebabkan konsep dasar tauhid sebagai asas dari

118 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-5, h. 8.

119 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi, h. 10.
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segala hal yang asasi terbelenggu tradisi animistik.'?®° Gambaran Cliffort Geerzt
cukup memberikan kejelasan bahwa kehidupan ke Islaman masyarakat Jawa
terklasifikasi ke dalam tiga struktur sosial, abangan, santri, dan priyayi, di mana
masing-masing varian memberi kesan akan kualitas keberagamaannya masing
masing. Kondisi demikian menyadarkan Muhammadiyah, sehingga dalam kongres
Muhammadiyah XVI tahun 1927 di Pekalongan, usulan K.H. Mas Mansur, supaya
Muhammadiyah membentuk suatu Majelisatau badan semacam Majelis ulama yang
bertugas khusus meneliti dan menggali hukum-hukum Islam berdasarkan al-Quran
dan hadis, yang sekarang dikenal dengan Majelis Tarjih, diterima dengan suara
bulat.!?
Muhammadiyah disinyalir mengalami stagnasi pemikiran justru karena
Majelis Tarjih Muhammadiyah belum berfungsi secara optimal. Adapun kelahiran
Majelis Tarjih ini K.H. Mas Mansur mendasarinya dengan beberapa pertimbangan:
1) Dikhawatirkan di masa yang akan datang timbul perpecahan di dalam tubuh
Muhammadiyah yang disebabkan perbedaan faham dan pendapat mengenai
masalah-masalah furi “iyah.
2) Dikhawatirkan kalau Muhammadiyah menyimpang dari aturan-aturan dan
batasan-batasan agama disebabkan mengejar kebebasan lahiriah dan

mengejar kuantitas.

120 Cliffort Geerzt, The Religion of Java, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), Cet. Ke-3, h. 6.

121 4 D.G. Muchtar, et.al, Beberapa Pedoman Ber-tarjih, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1985),
h. 17.
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Dengan lahirnya Majelis Tarjih, menjadi tumpuah Muhamadiyah dalam
gerakan pemikiran ke-Islaman dan menjadi simbol pembaharuan Muhammadiyah
tahap kedua.'??

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada kongres Muhammadiyah
XVI di Pekalongan memutuskan untuk membentuk panitia perumusnya yang
personalianya sebagai berikut: K.H. Mas Mansur, Surabaya, A.R. Sutan Mansur,
Maninjau, H. Muchtar, Yogyakarta, H.A. Muthi, Kudus, Kartosudarmo, Jakarta, M.
Husni dan Yunus Amin, Yogyakarta.'?® Hasil kerja panitia perumus kemudian di
bawa ke dalam Muktamar Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta.
Muktamar mengesahkan kaidah Majelis Tarjih serta membentuk pimpinan pusat
yang diketuai oleh K.H. Mas Mansur dengan sekretarisnya H. Aslam Zainuddin.

Sehubungan dengan semakin banyaknya tugas yang harus dilaksanakan
oleh Majelis Tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah
menetapkan Kaidah Lajnah Tarjih. Dalam Pasal 2 Kaidah tersebut disebutkan,
bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh
kemurniannya.
2) Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan mu“amalah dunyawiyah.

3) Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri

memandang perlu.

122 M. Rusli Karim, Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar, (Jakarta: Rajawali Press, 1986),
Cet. Ke-1, h. 37.

123 4 D.G. Muchtar, et.al, Beberapa Pedoman Ber-tarjih, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1985), h.
12.
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4) Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah
yang lebih maslahat.
5) Mempertinggi mutu ulama.
6) Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan
Persyarikatan.'?*
Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Majelis
Tarjih, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Majelis sini merupakan
lembaga ijtihad Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala
macam persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fikih. Tentu yang dimaksud
dengan ijtihat di sini adalah ijtihad jama“i. Memang dalam perkembangan awal,
ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat ijtihad intiqga i atau
ijtihad tarjihi. Namun dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah
kepada ijtihad insya"i. ljtinad dalam bentuk terakhir ini dilakukan oleh Majelis
Tarjih, erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang
mengarah kepada kehidupan modern. Kebanyakan masalah kontemporer yang
dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat

Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang

baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.?®

124 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995),
Cet. Ke-1, h. 66-67.

125 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi,
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-5 h. 67.
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3) Metode Ijtihad Majlis Tarjih

Ada tiga prosedur baku dalam ijtihad menurut Tarjih, yaitu, pertama,
bayani. la dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat dzanni
dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut tafsir bi
al-ma’tsur; menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kedua, giyasi. la
dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada
hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan
illah. Ketiga, istishlahi. Metode ini bertumpu pada konsep maslahah sebagai nafas
dalam pensyariatan hukum apa pun dalam Islam. la dilaksanakan untuk suatu
perkara yang sama sekali tidak ada nash, baik gath’i atau pun zhanni yang
membahasnya, namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Metode
yang disebut terakhir pada akhirnya dikembangkan oleh Tarjih ke dalam 5 macam
pertimbangan; istihsan, saddu al-dzari ah, istishlah, al-urf, dan ijthad kauniyyah.

Dalam perkembangannya, atas desakan beberapa tokoh Muhammadiyah
sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar Tarjih lebih
berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan gerakan keilmuan.*?® Adapun metode yang
dimaksud adalah bayani (teks), burhani (akal dan kemaslahatan), dan irfani
(intuisi).

Kedua metode memang tidak jauh beda. Dua metode terakhir dari jenis
metode yang pertama dilebur jadi satu menjadi burhani, dan pada saat yang sama

menambahnya dengan satu metode baru, yaitu irfani yang berbasis pada

126 Apdul Munir Mulkhan, Masalah-masalah Teologi dan Figh dalam Tarjih Muhammadiyah,
Cetakan I, (Yogyakarta: SIPRESS, 2005), h.101.
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kemampuan intuitif setiap individu dalam mendapatkan kebenaran. Karena setiap
individu mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda, maka kebenaran
yang satu ini pun sifatnya adalah inter-subyektif, artinya ia memang berbeda di

antara setiap individu. Namun keberadaannya, meski berbeda, diakui semua

orang.'?’

127 Drs. Muhammad Azhar, MA., Renaissans Kedua Pendidikan Muhammadiyah, Suara
Muhammadiyah, Edisi 15, 2004.
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BAB Il
PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Istinbat Ahkam Lajnah Bathsul Masa’il NU
(LBM-NU) dan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

1. Titik Persamaan Lajnah Bathsul Masa’il dan Majlis Tarjih dan Tajdid
Beberapa sisi persamaan antara Lajnah Bathsul Masa’il dan Majlis Tarjih

dan Tajdid adalah sebagai berikut:

1) Keduanya Terafiliasi Sebagai Golongan Sunni, Bukan Syiah

Baik Lajnah Bathsul Masail NU (LBM-NU) maupun Majlis Tarjih dan
Tajdid sepakat memahami bahwa bentuk dan isi al-Quran yang ada sekarang ini
sudah final. Tidak kurang dan tidak lebih. la juga hanya mempunyai makna dzahir.
Artinya, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memahaminya dan
dianggap mampu jika memang sudah memahaminya. Berbeda dengan Syiah.
Dalam beberapa bagian al-Quran, ada pengurangan dan penambahan. Di antara
yang dikurangi itu adalah suratsurat yang berkaitan dengan al-Wilayah yang di
dalamnya terdapat keterangan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Hal ini
berkonsekuensi pada penambahan lafadz adzan, yaitu setelah persaksian bahwa
Muhammad utusan Allah, ditambah juga persaksian bahwa Ali adalah wali Allah
SWT. Mereka juga memandang bahwa selain dzahir, al-Quran juga mengandung
makna batin. Dzahir hanya bisa dipahami manusia biasa, sedangkan makna batin

hanya bisa dipahami para imam mereka.t

! Asjmuni Abdurrahman, h. 265-266. Dalam hal ini, Ayatullah Ruhullah Ali Khomeini sebagai
tokoh spiritual tertinggi Iran.
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2) Persamaan Metode Pengambilan Hukum Secara Substantif.

Meski terlihat beda, metode yang ditawarkan Tarjih dan Lajnah adalah
sama jika dilihat dari sisi substansinya. Perbedaan hanya terletak pada redaksinya.
Bayani (teks al-Quran dan Sunnah) menurut Tarjih adalah gauly (teks pendapat para
imam) bagi Lajnah. Qiyasi (analogi) dan burhani bagi Tarjih adalah ilhagi (analogi)
menurut Lajnah. > Sementara istishlahy menurut Tarjih sama halnya dengan
manhajy menurut Lajnah, di mana keduanya berpijak pada terwujudnya
kemaslahatan.

3) Sama-sama Berbeda dalam Masalah Far’iyyah, Bukan Ushuliyyah.

Jelaslah bahwa baik Tarjih maupun Lajnah hanya berbeda pada produk
hukum yang masih tergolong far‘iyyah, bukan ushuliyyah. Melafadzkan niat ketika
shalat, membaca qunut ketika shubuh, tarawih 20 rakaat, adzan shubuh 2 kali, dan
sederet lainnya adalah sekian contoh masalah far iyyah. Perbedaan ini tentu wajar
mengingat cara pandang dan metode yang digunakan juga berbeda. Konsistensi ini
di satu sisi justru menunjukkan kejujuran intelektual. Artinya, karena metode yang
digunakan berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Lebih dari itu Rasulullah SAW pun
sudah menegaskan terjadinya perbedaan tersebut; ikhtilafu ummati rahmah.

Alih-alih antara Muhammadiyah dan NU, di lingkungan internal keduanya

pun sering terjadi perbedaan.® Di Muhammadiyah seakan ada golongan tua (baca:

2 Karena berdasarkan tersambungnya mata rantai keilmuan, mereka berpendapat bahwa apa yang
difatwakan para imam adalah juga berdasarkan al-Quran dan Sunnah dan layak untuk di-ilhag-kan
dengan permasalahan lain yang belum ter-nash secara jelas.

3 Ada fenomena gerakan trans-organisasi, baik di Muhammadiyah maupun NU, yang terutama
dipelopori kaum muda yang berusaha meliberalisasi pemikiran Islam. Jika di Muhammadiyah
ditemukan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), di NU akan ditemukan JIL (Jaringan
Islam Liberal).

104



tradisional) yang berusaha konsisten terhadap manhaj awal, ada juga golongan
muda (baca: modernis-liberal) yang cenderung progresif-agresif yang mencoba
menawarkan ide-ide baru yang, kata mereka, lebih kontekstual. Sama halnya di NU.
Di antara pesantren dan kegiatan-kegiatan bahtsul masail pun terjadi perbedaan
pendapat.*

Hal-hal seperti ini setidaknya menuntun kita pada pemahaman bahwa
rasanya tidak mungkin manusia sedunia akan berada dalam satu jenis pemikiran.
Allah SWT telah mengaruniakan mereka kecenderungan yang berbeda-beda,
kapasitas akal yang berbeda-beda, dan takdir juga yang berbeda-beda. Maka
perbedaan, terutama dalam masalah khilafiyyahfar’iyyah adalah  sebuah
keniscayaan yang harus disikapi dengan bijaksana.

2. Titik Perbedaan Lajnah Bathsul Masa’il NU dan Majlis Tarjih dan
Tajdid.

Beberapa sisi perbedaan antara Lajnah Bathsul Masa’il dan Majlis Tarjih

dan Tajdid adalah sebagai berikut:
1) Akar Pemikiran

Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang
dibangun oleh Ahmad bin Hanbal. Masa Imam Ahmad ini lebih identik sebagai
gerakan antitesis terhadap taqlid berlebihan yang, oleh sebagian cendekiawan,
disinyalir sebagai salah satu faktor kemunduran Islam. Ide ini diteruksan oleh al-
Barbahari, dielaborasi oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qoyyim, Jamaluddin al-

Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab serta

4 Ma’mun Murod Al-Barbasy, h. 3 - 4.
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diterjemahkan oleh Haji Miskin dan KH. Ahmad Dahlan di bumi Indonesia.
Adapun Lajnah mewarisi tradisi keilmuannya dari ulama-ulama abad pertengahan
yang cenderung konservatif; ulama syafi’iyyah hingga Syeikh Ahmad bin Zaini
Dahlan yang diteruskan pengikutnya hingga Syeikh Nawawi al-Bantani, Syekh
Mahfudz al-Tirmasy dan diejawantahkan oleh KH. Hasyim Asy’ari.
2) Sikap Bermadzhab

Hal paling mencolok dan sekaligus mendasari sikap yang lain adalah
pandangan dalam bermadzhab. Tarjih sedari awal sudah menetapkan untuk tidak
terikat pada satu dari sekian madzhab yang ada. Meski, semua madzhab tersebut
tetap digunakan pertimbangan dalam proses istinbath. Pendirian ini terwujudkan
pada kenyataan bahwa hamper semua keputusan yang dihasilkan Tarjih yang
terhimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) selalu mencantumkan sumber
pengambilan dari al-Quran dan Sunnah.®

Berbeda dengan NU yang justru juga sedari awal bersikap sebaliknya;
bermadzhab kepada satu atau lebih dari madzhab yang empat. Hampir semua
keputusan Lajnah juga merujuk pada fatwa para imam madzhab. Sikap ini,
sebagaimana dinyatakan KH. Muchith Muzadi, ® adalah wajar. Mengingat di
kehidupan yang serba modern ini, yang sudah terlampau jauh dari zaman

Rasulullah SAW, setiap orang pasti membutuhkan panduan (baca: bermadzhab)

5 Meski demikian, ada beberapa inkonsistensi seperti masih dimasukkannya hadits-hadits ahad
dalam Kitab Iman, beberapa hadits dhaif dalam Kitab Ibadah. Selengkapnya lihat Kasman, Ijtihad
Muhammadiyah dalam Menentukan Ke-huu jjahan Hadis: Studi tentang Manhaj dan Hadis-hadis
bidang Agidah dan Ibadah dalam Putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1929-1972,
Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

® KH. Abdul Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, Cetakan 1V, (Surabaya: Khalista, 2006),
h. 25.
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untuk melaksanakan detail-detail ajaran Islam dengan benar. Hampir tidak mungkin
bagi mereka untuk langsung mengambil dan menyimpulkan hukum dari nash-nash
primer yang ada. Jika tidak hati-hati, justru akan membahayakan Islam dan diri
sendiri.

3) Perbedaan Nomenklatur

Ada 3 istilah di mana Tarjih dan Lajnah saling berbeda pandangan, di
antaranya adalah, pertama, ijtihad dan istinbath. Bagi Tarjih, ijtihad lebih pada
usaha mencari hukum dari kandungan nash yang kurang jelas (dzanni) bahkan yang
tidak ditunjukkan oleh nash sama sekali, baik oleh al-Quran atau pun Sunnah.
Adapun istinbath meliputi nash yang gath’iy dan dzanni.” Adapun bagi Lajnah,
ijtihad melingkupi nash yang gath iy dan dzanni. la memang terbuka, namun lebih
diposisikan dalam kerangka pemikiran madzhab. Karena saking sulitnya, ia
diyakini hanya layak bagi para mujtahidin terdahulu.

Kedua, taglid yang berarti mengikat atau mengikut. Bagi Tarjih, taqlid
adalah mengikuti seorang imam tanpa mau tahu dasar pengambilan hukumnya,
mengikuti dengan membabi buta. Bagi Lajnah, taglid tidak selalu diidentikkan
dengan hal tersebut. Istilah ini meski memang mencakup definisi taglid menurut
Tarjih, namun tidaklah dinamakan taglid orang yang memang terbatas
pengetahuannya dan ia berusaha untuk selalu meningkatkan diri menuju derajat
ittiba’; yaitu golongan yang mengikuti imam madzhab tapi juga mengerti dari mana

mereka mengambil dasar istinbathnya. Bagi Bahtsul Masail, derajat ijtihad, ittiba’,

" Prof. Asjmuni Abdurrahman, h. 195.
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dan taglid tidaklah bisa dilepaskan satu per satu. Ketiganya adalah rangkaian dan
tahapan yang berjalan berkesinambungan dalam proporsi yang tepat.

Ketiga, giyas. Tarjih berpendapat ushul-nya giyas hanya berupa dalil dari
al-Quran dan Sunnah. Sementara bagi Lajnah, giyas juga melingkupi ilhag; analogi
dengan komponen ushul-nya berupa pendapat para imam madzhab.

4) Pandangan terhadap terbuka-tertutup pintu Ijtihad

Sebagai konsekuensi logis terhadap sikap bermadzhab, maka bagi Tarjih
pintu ijtihad masih terbuka lebar. Siapa saja dan kapan saja bisa menjadi mujtahid
asalkan memenuhi syarat. Bagi Lajnah, pintu ijtihad hampir tertutup (untuk tidak
mengatakan tertutup sama sekali). Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah istinbath
dengan segala macam derivasinya. Hal ini lantaran sulitnya menemukan orang
dengan kualifikasi seperti para mujtahidin terdahulu.®

B. Hukum Asuransi Jiwa Menurut Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM-NU)
dan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

1. Hukum Asuransi Jiwa Menurut Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM-NU)

1) Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama Ke-14 di Magelang
pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358H / 1 Juli 1939M

Bagaimana hukumnya Asuransi jiwa dalam waktu sekarang, para yang
mengasuransikan membayar tiap bulan unag yang ditentukan dalam tempo sepuluh
tahun umpamanya, apabila orang itu mati sebelum waktu yang ditanggungkan,
maka di kantor Asuransi harus memberi ganti yang telah ditentukan untuk para

ahli waris, demikian pula apabila telah sampai waktu penangguhannya. Apakah
demikian itu boleh atau tidak?

8 Ahmad Zahro, h.118.
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Sesungguhnya mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor Asuransi ini
hukumnya haram, karena termasuk judi.

Keterangan dari kitab Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi 'i.°
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® Bakhit, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam, (Mesir: Th. Ke-6), Juz I, h.267.
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Adapun Asuransi jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan
dan aneh. Maka tidak ada perusahaan Asuransi yang mampu memperpanjang umur
dan menjauhkan takdir. la hanya memberikan iming-iming keamanan dan
semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata kepada anda sama seperti pernyataan
yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang Asuransi harta benda atau
pernyataan yang sejenisnya, la akan berkata: “Sesungguhnya ketika aku membayar
satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan
apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan Asuransi) ketika aku masih hidup.
Dan itu berarti, menjadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah
kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan maka aku berhak
memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. Dengan
begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu
halnya perusahaan Asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku
dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola
sebagaimana yang anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian
sangat sedikit, karena masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup
dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya
bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung.”

Kami katakan kepada peserta Asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap
yang anda ucapkan tidak keluar dari Suatu transaksi yang mengandung klaim denda
terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa Suatu pengganti yang sepadan dengan

keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat
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pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relative,
sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang
menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baiknya, atau menerima
keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak
ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: “kami memberikan kepercayaan penuh
kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakana dengan
taklid buta (tanpa pertimbangan apapun).” Maka, sesungguhnya sekelompok dari
mereka telah membingungkan orang-orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi
psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang
lain, sehingga orang lain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi
pemenang terhadap orang yang dikalahkannya.

Jika tidak, maka bila anda menimbang semua Asuransi itu dengan necara
akal yang sehat dan hati yang bersih, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih
besar dari manfaatnyaa. Demikian halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang
bagi kepentingan umum, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari
manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya
tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika
dibandingan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-

Bagarah [2]; 219:
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Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa
yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan®. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. QS Al-
Bagarah [2]; 219.1°

Perundang-undangan Allah SWT, yang benar itu mesti berpedoman pada
adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih
besar, maka Allah SWT akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya lebih
besar, maka Allah SWT akan mengharamkannya.

2) Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama ke-20 di Surabaya
pada tanggal 10 — 15 Muharram 1374 H. /8 — 13 September 1954
M

Bagaimana hukum Asuransi? Boleh ataukah tidak?

Majlis Musyawarah memutuskan seperti yang sudah diputuskan oleh
kongres NU ke 14, yakni mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor Asuransi itu

haram hukumnya, karena termasuk judi.

10 Qs. al-Bagarah [2]: 219.
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a) Keterangan dari kitab Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi 'i.'*
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Adapun Asuransi harta kekayaan, maka cabangnya banyak sekali, dan kita
berbicara satu cabang saja yaitu Asuransi rumah... Namun akad Asuransi rumah
ini merupakan transaksi perjudian dan tidak diperselisihkan lagi. la menyerupai
pembelian kupon Ya Nashib (lotre), yang membuat seseorang selalu membelinya
sepanjang hidup tanpa memperoleh lotre kemenangan.

Transaksi perusahaan Asuransi dengan para nasabahnya menyerupai
kupon Ya Nashib dari sisi nasabah dijanjikan memperoleh jaminan rumah bila
terbakar. Asuransi rumah yang merupakan jaminan yang diminati itu sering
membuat seseorang harus membayar premi selama hidupnya kepada perusahaan
Asuransi sebagai imbal balik dari jaminan, dan sampai mati tidak mengalami
kebakaran rumah, yang hal itu bisa membuatnya memperoleh sejumlah uang
jaminan tersebut.

Dengan begitu, Asuransi rumah merupakan perjudian murni. Sebab dua
orang yang murni berjudi ketika melakukan perjudiannya tidak mengetahui siapa
yang menang, sampai taruhan yang mereka sepakati diberikan pihak yang kalah
kepada pihak yang menang. Hal seperti ini pula yang terjadi dalam akad Asuransi
rumah ini.

11 Muhammad Bakhit al-Muthi’I, Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi’l pada al-Nahdhah al-Islamiyah,
h. 471 dan 472.
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b) Keterangan dari kitab Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi i.*?
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12 Bakhit al-Muthi’l, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam, (Mesir): Th. Ke-6), Juz I,
h.267.
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Adapun Asuransi jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat
membingungkan dan aneh. Maka tidak ada perusahaan Asuransi yang mampu
memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. la hanya memberikan iming-iming
keamanan dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata kepada anda sama seperti pernyataan
yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang Asuransi harta benda atau
pernyataan yang sejenisnya, la akan berkata: “Sesungguhnya ketika aku membayar
satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan
apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan Asuransi) ketika aku masih hidup.
Dan itu berarti, menjadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah
kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan maka aku berhak
memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. Dengan
begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu
halnya perusahaan Asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku
dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola
sebagaimana yang anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian
sangat sedikit, karena masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup
dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya
bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung.”

Kami katakan kepada peserta Asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap
yang anda ucapkan tidak keluar dari Suatu transaksi yang mengandung klaim denda
terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa Suatu pengganti yang sepadan dengan
keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat
pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relative,
sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang

menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baiknya, atau menerima
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keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak
ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: “kami memberikan kepercayaan penuh
kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakana dengan
taklid buta (tanpa pertimbangan apapun).” Maka, sesungguhnya sekelompok dari
mereka telah membingungkan orang-orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi
psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang
lain, sehingga orang lain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi
pemenang terhadap orang yang dikalahkannya.

Jika tidak, maka bila anda menimbang semua Asuransi itu dengan necara
akal yang sehat dan hati yang bersih, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih
besar dari manfaatnyaa. Demikian halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang
bagi kepentingan umum, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari
manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya
tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika
dibandingan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-
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Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya™. Dan mereka bertanya kepadamu apa
yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan™. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. QS Al-
Bagarah [2]; 219.8

Perundang-undangan Allah SWT, yang benar itu mesti berpedoman pada
adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih
besar, maka Allah SWT akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya lebih
besar, maka Allah SWT akan mengharamkannya.

3) Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar
Lampung pada Tanggal 16 — 20 Rajab 1412 H. / 21 — 25 Januari
1992 M.
1. Pengertian Asuransi dan Macam-macamnya
1) Definisi Asuransi

Menurut KUHP Pasal 246:

“Asuransi atau pertanggungan adalah Suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan
menerima Suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena Suatu
kerugian, kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu”

2) Macam-macam Asuransi
a) Asuransi kerugian adalah Asuransi yang memberikan ganti rugi
kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda

miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya

13 QS. al-Bagarah [2]: 219.
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b)

terhadap mana pertanggungngan ini diadakan, baik kerugian itu
berupa:

1. Kehilangan nilai pakai atau

2. Kekurangan nilainya atau

3. Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.
Sifat Asuransi kerugian
Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung
kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak
mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.
Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan
nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya
seseorang termasuk juga perjanjian Asuransi kembali uang dengan
pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk
perjanjian Asuransi kecelakaan (yang masuk dengan Asuransi
kerugian) berdasarkan pasal I. a. Bab | Staadbload 1941 -101.
Sifat Asuransi jiwa (yang mengandung SAVING)
Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang
diperjanjikan, kepada tertanggung:

1. Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjian

atau,
2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya

suka rela.
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c) Asuransi Sosial, ialah Asuransi yang memberikan jaminan kepada

masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:
1. Asuransi Kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja).
2. Asuransi TASPEN, ASTEK, AKSES, ASABRI.

Sifat Asuransi sosial
1. Dapat bersifat Asuransi kerugian.
2. Dapat bersifat Asuransi jiwa.
2. Hukum Asuransi
1) Asuransi Sosial
Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Asuransi sosial tidak termasuk akad mu’awadhah, tetapi
merupakan syirkah ta awuniyah.

2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya
ditanggung oleh pemerintah, dan kalau ada untungnya
dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.'*

2) Asuransi Kerugian

Asuransi  kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi

obyek-obyek yang menjadi agunan bank.

14 Dr, Syekh Husain bin Muhammad al Malah, Al fatwa Nasyatuha wa Tathuwuruha h. 909.
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2. Apabila Asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena
terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti Asuransi untuk
barang-barang yang diimport dan dieksport.

3. Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving
(tabungan).

2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat
untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan
Asuransi).

3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak
tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan / dihalalkan oleh
syariat agama Islam.

4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara
pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah
disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak
penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat)
uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau
menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak
penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan

sejumlah uang tersebut kepadanya.
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5. Apabila pada Suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat
membayar uang premi, maka:

1. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh
pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi
berikutnya.

2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung
dinyatakan tidak putus.

3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan
hangus oleh pihak penanggung.

4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal
dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah
uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban
mengembalikan sejumlah uang tersebut.

4. Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi secara
Islam.

5. Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam, hendaknya
system perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan
menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan
dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur langkah-langkah

seperti yang ada pada komisi bank.
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2. Hukum Asuransi Jiwa Menurut Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Asuransi dirumuskan
sebagai “Suatu persetujuan dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap
pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang
mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat Suatu peristiwa
yang belum terang akan terjadinya.”®® Dari rumusan itu dapat dipahami bahwa
dalam Asuransi terlihat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Pihak
pertama biasanya berwujud lembaga atau perusahaan Asuransi, sedangkan pihak
kedua adalah orang yang akan menderita karena Suatu peristiwa yang belum terjadi.
Sebagai kontra prestasi dari pertanggungan ini pihak tertanggung diwajibkan
membayar uang premi kepada pihak penanggung.'®

Ada berbagai macam Asuransi, di antaranya Asuransi kerugian dan
Asuransi jiwa. Asuransi kerugian berhubungan dengan risiko-risiko selain terdapat
pada jiwa, seperti Asuransi kebakaran, kecelakaan dan lain-lain. Kongkritnya,
pertanggungan dalam Asuransi ini adalah benda atau barang yang dapat dinilai
dengan uang. Sedangkan Asuransi jiwa ialah Asuransi di mana yang
dipertanggungkan di dalamnya adalah kerugian-kerugian ekonomi atau keuangan
sebagai akibat hilangnya jiwa atau karena usia lanjut. Yang disebut terakhir ini

mencakup juga Asuransi sosial yang bertujuan untuk menjamin anggota keluarga,

15 Lihat pasat 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
1 Marzuki Rasyid, “Asuransi Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Makalah disampaikan dalam
Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI1, 1989), h. 3.
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jika kepala keluarga meninggal, atau bertujuan menabung yang hasilnya akan
diambil setelah orang itu tidak ada atau berusia lanjut.

Disadari oleh Muhammadiyah bahwa Asuransi merupakan bentuk
mu’amalah yang baru. Karena itu masalahnya menjadi mas alat ijtihadiyat.*’
Memang Asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad ke Sembilan belas
Masehi. '® Pengkajian terhadap masalah itu harus seksama dan menggunakan
penalaran yang sehat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang termaktub
dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dalam membahas masalah ini berbagai metode ijtihad
perlu digunakan.

Dalam masalah ini Muhammadiyah berpendapat, bahwa Asuransi itu
hukumnya mubah, apabila Asuransi itu bersifat sosial. Sedangkan Asuransi yang
mengandung unsur-unsur riba, judi dan penipuan hukumnya haram.® Adapun
unsur riba yang terdapat dalam Asuransi, menurut Muhammadiyah, adalah adanya
kelebihan penerimaan jumlah santunan daripada pembayaran premi. Sedangkan
unsur judi yang terdapat dalam Asuransi, menurut pengamatannya, ialah adanya
sifat untung-untungan bagi tertanggung yang menerima jumlah tanggungan yang
lebih besar daripada premi; atau sebaliknya, penanggung akan menerima
keuntungan, jika dalam masa pertanggungan tidak terjadi peristiwa yang telah
ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu yang termasuk unsur penipuan,

menurutnya, adalah adanya ketidak pastian apa yang akan diperoleh si tertanggung

sebagai akibat dari apa yang belum tentu terjadi. 2 Dengan demikian,

"Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, h. 44.
18Masjfuk Zuhdi, Masail Figihyah, h. 126.

19Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, h. 45.
20Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.
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Muhammadiyah tidak mengharamkan Asuransi secara mutlak dan tidak pula
menghalalkan secara mutlak.

Kelihatannya Muhammadiyah membedakan hukum Asuransi kerugian
dan Asuransi jiwa. Dalam Asuransi yang disebut pertama, Muhammadiyah telah
sampai pada satu kesimpulan bahwa di dalamnya telah terdapat praktek riba dan
ketidakpastian, bahkan telah terdapat pula unsur-unsur perjudian. Sedangkan
Asuransi yang disebut terakhir, tidak semuanya mempunyai unsur-unsur tersebut.?*
Begitu pula Asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah. Jadi, yang dipersoalkan
oleh Muhammadiyah adalah Asuransi jiwa saja.

Apakah Asuransi jiwa identic dengan judi? Kelihatannya Muhammadiyah
tidak menetapkan secara tegas tentang ada atau tidak adanya unsur judi dalam
Asuransi jiwa. Diakui oleh Muhammadiyah, bahwa dilihat dari segi perolehan uang
jaminan yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan premi yang telah
diberikan tertanggung, menurut pendapatnya, terdapat perbedaan yang mendasar di
antara keduanya. Dalam judi, penjudi itu selalu mengharap keuntungan dan menang
dalam taruhannya, sedang dalam Asuransi, pemegang polis tidak ingin memperoleh
sejumlah uang dengan memikul resiko mati atau peristiwa yang merugikan lainnya.
Kemudian, dalam judi biasanya akan timbul rasa permusuhan dan kebencian antara
sesame penjudi atau antara penjudi dengan bandarnya; sedangkan dalam Asuransi,
khususnya Asuransi jiwa, tidak terdapat unsur-unsur tersebut.?> Bahkan Asuransi

biasanya membawa kepada ketentraman bagi para pemegang polis. Jadi, menurut

21Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.
22Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus bandingkan dengan Marzuki Rasyid, Asuransi
ditinjau menurut hukum Islam, h. 8 — 9.
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Muhammadiyah, illat diharamkan judi tidak terdapat sepenuhnya dalam Asuransi
jiwa.

Apakah dalam Asuransi jiwa terdapat unsur tipuan dan ketidakpastian?
Muhammadiyah berpendapat, bahwa pada Asuransi jiwa, sebagaimana pada
Asuransi lainnya, masih ada unsur-unsur tersebut. Bentuknya adalah ketidakpastian
mengenai apa yang akan diperoleh si tertanggung, sebagai akibat dari apa atau
peristiwa yang belum terjadi.?®> Mengenai adanya unsur riba dalam Asuransi jiwa,
Muhammadiyah hanya melihat pada adanya kelebihan penerimaan jumlah santunan
daripada pembayaran premi, baik yang diterima langsng oleh tertanggung maupun
oleh ahli warisnya.?*

Namun demikian, Muhammadiyah ternyata mengakui bahwa dalam
Asuransi jiwa terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan dan terdapat
manfaat yang dapat dirasakan oleh penanggung dan tertanggung. * Bahkan
organisasi ini menegaskan, bahwa mengambil sesuatu yang maslahat sangat
dianjurkan dalam Islam, sehingga akan terhindar dari kemadaratan.?® Terlebih lagi
kalau pemerintah turut campur dalam menciptakan dan mengatur kemaslahatan
umat. Karena itu, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan, bahwa Asuransi jiwa
yang dikelola oleh pemerintah hukumnya mubah.?” Di antara landasan berpikir
yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah kaidah fighiyyah sebagai berikut:?

Perilaku pemimpin pemerintahan pada rakyatnya (seharusnya) mengikuti
kemaslahatan.

23Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, h. 45.
24Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.
®Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, h. 44.
%Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.
2’Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.
2Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.
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Jadi, kemaslahatan manusia, yang merupakan tujuan disyari’atkan hukum
dalam Islam, dijadikan titik tolak dalam menetapkan hukum Asuransi jiwa,
dijadikan titik tolak dalam menetapkan hukum Asuransi jiwa yang dikelola oleh
pemerintah. Bahkan ditegaskannya lebih lanjut, bahwa usaha untuk mencari dan
mendapatkan ketentraman, ketenangan dan rasa aman adalah usaha yang sangat
penting, dibutuhkan oleh setiap orang, dan dapat digolongkan pada masalah
daruriyyat.?®

Dalam hal ini Muhammadiyah tidak secara akurat menerapkan prinsip
mendahulukan untuk menghindari madarat daripada memperoleh manfaat (dar 'u
al-mafasid muqgaddam ‘ala jalbi al-mashalih). Buktinya, organisasi ini
menyatakan, meskipun dalam Asuransi itu terdapat madarat, tetapi ada pula
manfaatnya. Maka manfaat, menurut pendapatnya, hatrus didahulukan daripada
madarat.

Dalam menghadapi masalah Asuransi ini para ahli figih kontemporer dapat
dikelompokkan menjadi empat kelompok,* yaitu:

1) Yusuf al-Qardhawi dan ‘Isa ‘Abduh mengharamkan asuransi secara mutlak,
termasuk Asuransi jiwa. Menurut mereka, bahwa pada Asuransi yang ada
sekarang ini terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, seperti:

a) Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung akan mengharapkan

sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi.

ZMarzuki Rasyid, Asuransi Ditinjau Menurut Hukum Islam., h. 14 — 15.

%pendapat para ahli figh tentang Asuransi berikut argumentasinya masing-masing dapat dilihat
dalam Muhammad Muslihuddin, Insurance and Islamic Law, (Lahore: Islamic Publication Limited,
1969), h. 143-165. Lihat pula Faishal Maulawi, Nizham al-Ta 'min wa Mawqif al-Syari’at minhu,
Beirut: dar-lIrsyad, 1988), h. 21-98.
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b) Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (jahalat

dan gharar), karena si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah
premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan
dibayarkan tidak jelas, lebih dari itu belum ada kepastian apakah
jumlah tertentu itu akan diberikan kepada tertanggung atau tidak.
Hal ini sangat tergantung pada kejadian yang telah ditentukan.
Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tapi mungkin juga tidak
akan memperolehnya sama sekali.

Asuransi mengandung unsur riba, karena tertanggung akan
memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar daripada

premi yang dibayarnya.

2) Mushthafa Ahmad Zarga dan Muhammad Al-Bahi membolehkan Asuransi

secara mutlak, tanpa kecuali. Argumentasi yang dipakainya adalah sebagai

berikut:

a)
b)

Tidak terdapat nash Al-Qur’an atau Hadits yang melarang Asuransi.
Dalam Asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua
belah pihak.

Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak.

Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang
terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
Asuransi termasuk akad mudarabat, antara pemegang polis dengan

perusahaan Asuransi.
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f) Asuransi termasuk syirkat ta awuniyat, usaha bersama yang
didasarkan pada prinsip tolong menolong.

3) Muhammad Abu Zahrah membolehkan Asuransi yang bersifa sosial dan
mengharamkan Asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Sedangkan
‘Abdullah ibn Zaid membolehkan Asuransi kecelakaan, dan mengharamkan
Asuransi jiwa. Alasannya hamper sama dengan kelompok pertama dan
kedua di atas, hanya saja ia mencari titik temu di antara keduanya.

4) Ada pula ahli figh yang menganggap Asuransi sebagai syubhat, sebab tidak
ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan tidak ada pula dalil yang
melarangnya.

Dari beberapa pendapat ahli figih kontemporer dapat dilihat, bahwa posisi
Muhammadiyah dalam masalah hukum Asuransi sama dengan pendapat Abu
Zahrah yang tidak menghalalkannya secara mutlak dan tidak pula melarangnya
secara mutlak. la membolehkan asuansi yang bersifat sosial dan mengharamkan
Asuransi yang lebih bersifat komersial.

Kelihatannya Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah hukum
Asuransi, khususnya Asuransi jiwa, bermaksud untuk menggunakan beberapa
metode ijtihad sekaligus. Metode pertama giyas, dan kedua istishab.®! Selain kedua
metode itu, pendekatan mashalahat juga digunakan oleh Muhammadiyah dalam
menyelesaikan kasus Asuransi ini. Metode yang pertama, giyas, tidak disebutkan

secara eksplisit oleh Muhammadiyah. Namun dari beberapa pernyataan yang ada

3lstshhab adalah: “Menetapkan hukum yang ada pada saat ini berdasarkan pada ketetapan hukum
yang telah ada sebelumnya dan tidak diduga tidak adanya sehingga ada dalil yang mengubahnya,”
Lihat Musthafa al-Syalabi, Ushul al-Figh al-Islami, (Beirut: Dar al-Nadhat al-‘Arabiyyat, 1986, h.
337.
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dapat dipahami, bahwa ‘il/lat hukum diharamkannya riba dan judi dijadikan sebagai
dasar penetapan hukum Asuransi. Hal itu tiada lain adalah giyas. Walaupun harus
segera ditambahkan, bahwa ‘i/lat diharamkan riba, yaitu pemerasan kreditor kepada
debitor, tidak terdapat dalam kasus Asuransi ini. Sementara itu ‘/lat diharamkan
judi, yakni spekulatif dan permusuhan, perlu dilihat lebih jauh penerapannya pada
kasus Asuransi ini. Dalam kasus yang sama ternyata digunakan juga metode
istishhab hukmi al-ashl, yaitu menetapkan hukum asal segala bentuk mu’amalah
hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi dari satu sisi Asuransi
ingin diselesaikan melalui jalur giyas. Karena dianggap ada unsur-unsur riba dan
judi yang dapat dijadikan ‘i//at dilarangnya Asuransi, tetapi di sisi lain ingin
digunakan prinsip istishhab. Khusus untuk kasus Asuransi jiwa yang dikelola oleh
pemerintah, Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan mashlahat.

Oleh karena Muhammadiyah menggunakan beberapa metode secara
bersamaan, maka organisasi ini tidak dapat menetapkan hukum Asuransi secara
mutlak halal atau secara mutlak haram. Jika dalam asuaransi itu terdapat unsur-
unsur riba dan judi, maka hukumnya haram, termasuk dalam Asuransi jiwa. Tetapi
jika tidak terdapat unsur-unsur tersebut, maka hukumnya mubah. Memang masalah
Asuransi termasuk masalah yang sama sekali baru. Karena itu tidak ada dalil yang
secara eksplisit melarangnya. Di sinilah berlaku prinsip, bahwa segala sesuatu
hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Yang menarik dari putusan Muhammadiyah tentang Asuransi ini adalah
tidak digunakannya istilah syubhat atau musytabihat, seperti yang dianut oleh

kelompok keempat di atas. Padahal kalau dicermati, ternyata dalam Asuransi pun
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masih terdapat unsur-unsur yang belum dapat dipastikan halal atau haramnya. Sikap
Muhammadiyah ini bukan tanpa alasan. Baginya Asuransi adalah masalah
mu’amalat yang sama sekali baru. Kemudian berdasarkan prinsip:

Hukum asal dalam perikatan dan mu’amalah adalah shah, sampai adanya
dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah batal.

Maka Muhammadiyah berkesimpulan bahwa pada dasarnya Asuransi itu
termasuk mu’amalah yang mubah, kecuali apabila terdapat unsur-unsur yang
dilarang oleh syari’at Islam.® Prinsip ini tidak secara utuh diterapkan oleh
Muhammadiyah ketika menetapkan hukum bunga bank. Barangkali, karena dalam
masalah yang disebut terakhir ini telah terdapat nash yang melarang mu’amalah
dalam bentuk riba. Karena itu dalam kasus bunga bank langsung digunakan metode
giyas.

Mengenai penggunaan pendekatan maslahat untuk menyelesaikan kasus
Asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah, agaknya perlu dipertanyakan lebih
dahulu, apakah kriteria penggunaannya sebagai dasar penetapan hukum sudah
terpenuhi? Muhammadiyah tidak menjelaskan pertimbangan-pertimbangan apa
yang dijadikan dasar, bahwa Asuransi yang dikelola pemerintah adalah dalam
rangka kemaslahatan orang banyak. Yang dinyatakannya secara tegas hanyalah,
bahwa Asuransi merupakan bentuk mu’amalah yang dapat dirasakan manfaatnya
dan mempunyai nilai tolong menolong dalam kebajikan. Padahal, seperti telah
dijelaskan, bahwa kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

kemaslahatan yang sudah pasti, bukan asumtif dan hipotetif, dan termasuk

32Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, h. 44.
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kelompok daruriyyat serta berlaku secara umum. Hanya dinyatakan ada
manfaatnya, tidak dapat dikatakan sebagai mashalahat, karena boleh jadi sesuatu
yang ada manfaatnya bagi seseorang, menjadi madarat bagi orang lain.
Muhammadiyah juga kurang jeli dalam menggunakan kaidah “tasharruf al-lmam
‘ala al-ra’yat, manuthun bi al-mashlahat” (Tindakan penguasa seharusnya
berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya). Kaidah ini mengungkapkan apa yang
seharusnya dilakukan oleh pemerintah, namun belum tentu keadannya selalu
demikian. Sedangkan Muhammadiyah menganggap bahwa kaidah ini dapat

dijadikan dasar untuk melegitimasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan
bahwa:

1. Di dalam Bahtsul Masail NU dan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
banyak sekali persamaan yang mana persamaan tersebut sesungguhnya bisa
dijadikan sebagai awal untuk mempersatukan umat Islam antara lain (1)
persamaan paham yaitu berpaham sunni, (2) Persamaan metode
pengambilan hukum secara substansif, (3) sama-sama berbeda dalam
masalah far’iyyah, bukan Ushuliyyah. Apabila ada persamaan, tentu juga
ada perbedaan antara Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majlis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, akan tetapi perbedaan tersebut bukan
sebagai alasan untuk merendahkan saudara kita sesama muslim, akan tetapi
alangkah baiknya perbedaan ini dijadikan sebagai identitas atau ciri khas
dalam artian positif. Adapun perbedaan keduanya terletak pada (1) akar
pemikiran, (2) sikap bermadzhab, (3) adanya perbedaan nomenklatur, (4)
pandangan terhadap terbuka — tertutup pintu ijtihad,

2. Dalam masalah Asuransi jiwa, baik Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU)
dan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sepakat bahwasannya
Asuransi jiwa yang diperbolehkan adalah Asuransi jiwa yang bebas dari
unsur judi dan ketidakjelasan, Asuransi kerugian serta Asuransi sosial yang

di atur oleh pemerintah.
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B. Saran
Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan
beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya masing-masing lembaga fatwa baik Lajnah Bathsul Masail NU
(LBM-NU) maupun Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk lebih
responsive terhadap permasalahan — permasalahan kontemporer yang
berkembang di tengah masyarakat selain masalah asuransi. Hal ini untuk
memberikan kepastian hukum secara syar’l bagi masyarakat agar tidak
timbul keragu-raguan ataupun kesimpangsiuran dalam hal pelaksanaan
ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mengingat urgensi Asuransi bagi masyarakat, maka dalam hal ini
pemerintah, ormas — ormas Islam dan para pemangku kepentingan
(Stakeholder) harus berupaya sungguh — sungguh untuk mendorong dan
mewujudkan terbentuknya Asuransi yang diselenggarakan berdasarkan
prinsip — prinsip syariah, agar memberikan ketentraman bagi umat muslim

yang ingin bergabung dengan program Asuransi.
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